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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN 
NOMOR: 88/G/2010 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan   menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

Perad i l an  t i ngka t  per tama,   dengan  Acara  Biasa ,  te lah  

menja tuhkan  Putusan  dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  

te rsebu t  d ibawah  in i   da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IR .  IRIADI ,   Warganegara  Indones ia ,  Peker jaan  Pegawai  Neger i  

Sip i l  bera lamat  di  Ja lan  Kasnar i ansyah  No 1140  

B,  RT.16 /RW 05,  Kelu rahan  20  I l i r  D- IV  I l i r  

Timur  I  Palembang,  da lam  hal  in i  d iwak i l i  

o leh   Kuasa  Hukumnya  Heri  Mukt i ,  H. ,  SH. ,  

KMS.M.        Jauhar i ,  SH.MH. ,  Surip to  Yanuryadi  

M.,  SH. ,  Andrie  Defr iansyah,  SH. ,  Kesemuanya 

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  Advokat  

pada  Law  Off i ce  Her i  Mukt i  and  Assoc ia tes ,  

berkan to r  d i  Ja lan  Dr.  M. Isa  No.  898 Palembang  

Sumatera  Sela tan ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  Nomor:  254/  KSA/TUN/HM/06- 10,  te r t angga l  

23  Jun i  2010,  se lan ju tn ya  disebu t    sebaga i  

…………………………….... . .   PENGGUGAT; 

l  a w a n  

1. SEKRETARIS    JENDERAL   KOMISI    PEMILIHAN  UMUM, 

berkedudukan   d i

Hal  1 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                             Ja lan  Imam Bonjo l  No.  29  

Jakar t a .  Dalam hal  in i  member i  kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  W.S.  Santoso ,  SH.  :  Kepala  Bi ro  Hukum Sekre ta r i s  

Jendera l  KPU;  

2.  Sig i t  Joyowardono ,   SH.  :  Waki l  Kepala  Bi ro  

Hukum  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Hi t l e r  Marpaung,   SH.  :   Kepala  Bagian  

Penye lesa ian  Sengketa  Hukum  pada  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i s  Jendera l  KPU;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  L indawaty  Ambar i t a  SH.  :  Kepala  Sub  Bagian  

Penye lesa ian  Sengketa   Hukum  pada  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i s  Jendera l  KPU;  - - - - -

5.  Darya tun ,   SH.  :   Kepala  Sub  Bagian  Advokas i  

Hukum pada  Bi ro  Hukum Sekre ta r i s  Jendera l  KPU;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Dyah  Arn ias i t a ,   SH.  :  Sta f  pada  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i s  Jendera l  KPU;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                Kesemuanya  ada lah  Warga Negara  Indones ia  

dan  berkedudukan  pada  Sekre ta r i a t  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum,  bera lamat  di  Ja lan  

Imam Bonjo l  No.  29 Jakar ta  Pusat ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  770/SJ /V I I / 2 020 ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

te r t angga l  7  Ju l i  2010,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  …………………………………………. TERGUGAT I ;

2. SEKRETARIS  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM PROVINSI  SUMATERA 

SELATAN

                               berkedudukan  d i  Ja lan  

Pangeran  Ratu  Jakabar i ng ,  Palembang,  Sumatera  

Sela tan ,  Dalam ha l  in i  member i  kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Agus Her i  Pramono,  SH.  M.s i .  :  Kabag Hukum dan  

Hupmas  Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Sela tan ;  

2.  Abdul l ah ,  SH.MA.  :  Kasubag  Hukum Sekre ta r i a t  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Prov ins i  Sumatera  

Sela tan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                             Masing- masing  ada lah  pegawai  

pada  Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Sela tan ,  berkedudukan  di  

Ja lan  Pangeran  Ratu  Jakabar i ng  Palembang,  

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  khusus  Nomor  :  

073/Sesprov - 006/V I I / 2 010 ,  te r t angga l  26  Ju l i  

2010,   se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  …………………………………………. TERGUGAT I I ;

Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  Jakarta  tersebut  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Hal  3 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara  Jakar t a  Nomor  :  88/PEN- DIS/2010 /PTUN  –  JKT.  

tangga l  30 Jun i  2010,  ten tang  pemer iksaan  perkara  dengan  

acara  b iasa ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  88/PEN/2010 /PTUN –  JKT.  tangga l  

30  Jun i  2010  ten tang  Penun jukan  Maje l i s  Hakim  yang  

Memer iksa  Perkara  te rsebu t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor:  

88/PEN- HS/2010/  PTUN-JKT,  te r t angga l  01  Ju l i  2010,  

ten tang  Penetapan  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara   yang  

bersangku tan  dalam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  sura t - sura t  bukt i  yang  dia j ukan  oleh  

para  p ihak  dipe rs i dangan  dan ber i t a  acara  pers idangan  

yang  bersangku tan  dalam  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Sura t  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor:  

88/G/2010 /PTUN –  JKT.  Tangga l  29  Ju l i  2010  Tentang  

Penetapan  Penundaan;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  mendengarkan  kete rangan- kete rangan  dar i  

kedube la  pihak  dalam  pers idangan ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang,  bahwa Penggugat  te l ah  menggugat   dengan sura t  

gugatannya    te r t angga l    28 Jun i   2010  yang  te l ah  dida f t a r  

d i   Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a   pada  

tangga l   i t u  juga  dibawah  reg i s t e r  perkara  Nomor:  

88/G/2010 /PTUN- JKT,  dan te l ah  d iperba i k i  pada tangga l  19 Ju l i  

2010  yang  is i  lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. Objek  Gugatan.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa yang  menjad i  objek  sengketa  dalam perkara  

in i  ada lah :  - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Keputusan  Tergugat  I  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  

Jendra l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  

tangga l  30  Maret  2010 

ten tang  Pencabut an Sura t  

Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor :  

89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12 

Hal  5 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei  2005,  atas  nama Sdr .  I r .  

IR IADI  NIP.440026317,  Penata  

Tk. I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub 

Bagian  Umum sebaga i  Pejaba t  

Pelaksana  Tugas  (P l t )  

Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Kabupaten  Musi  

Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  

Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Nomor:  

325/kp t s /Se t j en /TAHUN  2010,  

tangga l  28  Jun i  2010,  

Tentang  Pencabutan  Sura t  

Per in tah  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  

dan  Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendra l  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Nomor  

16/SP/ I I I / 2 010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Keputusan  Terguga t  I I  :  Keputusan  Sekre ta r i s  

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Sela tan  No.  

10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  Tangga l  1  Apr i l  2010  

Tentang  Pemberhent i an  Sdr .  I r .  I r i ad i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.440026317,  Penata  Tk. I  ( I I I / d )  dar i  Jabatannya  

sebaga i  Kepala  Sub  Bagian  Umum pada  Sekre ta r i a t  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Dasar  Gugatan.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Ket iga  objek  sengketa  ada lah  

suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  

bers i f a t  konkret ,  indiv idua l  dan 

f ina l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  Penggugat ,  seh ingga  te lah  

memenuhi  keten tuan  Pasal  1  angka  3 

Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  

yang  diubah  dengan  Undang- undang  

Nomor  9 Tahun 2004 dan Undang- Undang 

Nomor  51 Tahun 2009.  Dengan demik ian  

sudah  tepa t  dan benar  bi l a  Penggugat  

mengajukan  Gugatannya  mela lu i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa te rh i t u ng  se jak  objek  sengketa  

Hal  7 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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No.  1  di te r ima  secara  patu t  dan  

layak  o leh  Penggugat  pada tangga l  06  

Apr i l  2010,  sampai  dengan  gugatan  

in i  d ida f t a r kan  d i  Kepani t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta ,  adalah  masih  dalam tenggang 

waktu  90  (sembi lan  puluh)  har i .  

Dengan  demik ian  gugatan  in i  masih  

da lam  tenggang  waktu  yang  

dipe rsya ra t kan  dalam  Pasal  55 

Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  

yang  te lah  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

3. Bahwa Pengugat  ada lah  Pegawai  Neger i  

Sip i l  dengan  Jabatan  Kepala  sub  

bag ian  Umum pada  Sekre ta r i a t  KPU 

(Komis i  Pemi l i han  Umum)  Kabupaten  

Musi  Banyuas in  Prov ins i  Sumatera  

Sela tan  yang  diangka t  berdasarkan  

Sura t  Rekomendas i  Sekre ta r i s  Jendra l  

KPU Nomor:  379/15 / I I I / 2 004 ,  tangga l  

3  Maret  2004  dan  kemudian  

dike renakan  kekosongan  jaba tan  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Banyuas in  ser ta  demi  membantu  

ke lanca ran  pelaksanaan  tugas  pokok  

dan fungs i  Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten  

Musi  Banyuas in ,  maka  berdasarkan  

Sura t  Per in tah  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum No:  89/ UP/ KPU/  V/200 5 

tangga l  12  Mei  2005,  Penggugat  

diangka t  sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  

Tugas  (P l t . )  Sekre ta r i s  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Musi  

Banyuas in ;  - -

4. Bahwa Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  

Banyuas in  memi l i k i  tugas  dan 

kewaj i ban  yang  sesua i  dengan  Pasal  

69  ayat  (1 ) ,  (2 )  dan  (3 )  Undang-

Undang  Nomor  22  Tahun  2007,  d imana  

tugasnya  adalah  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

a. membantu  penyusunan  program dan anggaran  Pemi lu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

b. member ikan  dukungan  tekn i s  admin is t r a t i f ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . membantu  pe laksanaan  tugas  KPU Kabupaten /Ko ta  dalam 

menyelenggarakan  Pemi lu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  9 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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- - - -

d. membantu  pend is t r i b u s i an  per lengkapan  

penye lenggaraan  Pemi lu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  Daerah ,  dan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah,  Pemi lu  Pres iden  dan Waki l  

Pres iden ,  ser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Prov ins i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. membantu  perumusan  dan  penyusunan  rancangan  

keputusan  KPU  Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . memfas i l i t a s i  penye lesa ian  masalah  dan  sengketa  

Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten /Ko ta ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. membantu  penyusunan  laporan  penye lenggaraan  

keg ia tan  dan per tanggung jawaban  KPU Kabupaten /Ko ta ;  

dan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. membantu  pe laksanaan  tugas- tugas  la i nnya  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedangkan  kewaj i bannya  adalah :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. menyusun  laporan  per tanggung jawaban  keuangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. memel iha ra  ars ip  dan dokumen Pemi lu ;  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . mengelo la  barang  inven ta r i s  KPU Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  ket i ka  menja lan i  jaba tan ,  te l ah  

melaksanakan  sega la  tugas  dan  kewaj i ban  baik  yang  

diamanatkan  d i  atas  maupun sega la  tanggung  jawab  yang  

diamanatkan  la i nnya ,  te rmasuk  dalam  melaksanakan  

Pemi lu  Legis l a t i f  Tahun  2004,  Pemi l i han  Pres iden  dan  

Waki l  Pres iden  Tahun  2004,  Pemi l i han  Kepala  Daerah  

Bupat i  dan  waki l  Bupat i  Kabupaten  Musi  Banyuas in  

Tahun  2006,  Pemi l i han  Kepala  Daerah  Gubernur  dan  

Waki l  Gubernur  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  Tahun  2008,  

dan  Pemi lu  Legis l a t i f  Tahun  2009,  ser ta  Pemi l i han  

Pres iden  dan  Waki l  Pres iden  Tahun  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

5. Bahwa  mela lu i  Keputusan  Gubernur  

Sumatera  Sela tan  Nomor:  

15/KPTS/BKD. I I / 2009  tangga l  9 

Januar i  2009,  sta tus  kepegawaian  

Penggugat  dip i ndahkan  dar i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  pada  Pemer in tah  

Kabupaten  Musi  Banyuas in  menjad i  

Sta f  pada  Bagian  Hubungan  Antar  

Lembaga  Bi ro  Penghubung  Sekre ta r i a t  

Daerah  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  

atas  permin taan /usu lan  Penggugat  

Hal  11 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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send i r i ,  dan  dise tu j u i .  Akan  te tap i  

mela lu i  Keputusan  Gubernur  Sumatera  

Sela tan  Nomor:  030  KPTS/BKD. I I / 2 009  

Tangga l  9  Februar i  2009,  Penggugat  

te tap  dipeker j akan  pada  Sekre ta r i a t  

KPU  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  berdasarkan  Sura t  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  Nomor:  

03/KPU/Kab.  Muba/2010  tangga l  21 

Januar i  2010  yang  di tu j u kan  kepada  

Bupat i  Musi  Banyuas in ,  per iha l  

pen je l asan  ten tang  Jabatan  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  

Banyuas in  dan  Ber i t a  Acara  Nomor:  

01/BA/P leno /KPU/Kab.  Muba  2010  

tangga l  19  Januar i  2010,  d isebu tkan  

bahwa pergan t i an  Pl t .  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  be lum per lu  

di l aksanakan  karena  Penggugat  masih  

mampu  melaksanakan  tugas- tugas  dan 

tanggung  jawabnya  sebaga i  Sekre ta r i s  

KPU  Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

7. Bahwa tanpa  a lasan  yang  cermat  dan  

Disclaimer
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je l as  ser ta  melanggar  azas  Kepast i an  

dan azas- azas  Umum Pemer in tahan  yang  

baik ,  Penggugat  jus t r u  dibe rhen t i k an  

dar i  jaba tannya  mela lu i  Sura t  

Rekomendas i  Tergugat  I  Nomor:  

375/SJ / I I I / 2 010  Tangga l  30  Maret  

2010  pada  poin  6  yang  menyatakan  

karena  sta tus  kepegawaian  Penggugat  

te lah  pindah  dar i  PNS Kabupaten  Musi  

Banyuas in  menjad i  PNS  Pemer in tah  

Prov ins i  Sumatera  Sela tan  maka yang  

bersangku tan  sudah  t i dak  memenuhi  

syara t  sebaga i  Pl t .  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  yang  

di t u j u kan  kepada  Tergugat  I I ,  

se lan ju t nya  Terguga t  I I  mengeluarkan  

Keputusan  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-

006/2010  Tangga l  1  Apr i l  2010  

Tentang  Pemberhent i an  Sdr .  I r .  

I r i a d i  NIP.440026317,  Penata  Tk. I  

( I I I / d )  dar i  jaba tannya  sebaga i  

Kepala  Sub  Bagian  Umum  pada  

Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  ser ta  

Sura t  Per in tah  Tergugat  I  Nomor:  

16/S P/ I I I /20 10 tangga l  30 Maret  2010 

per iha l  pencabutan  Sura t  Per in t ah  

Hal  13 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  

12  Mei  2005,  atas  nama  Sdr .  

I r .  IR IADI  NIP.440026317,  Penata  

Tk. I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub Bagian  Umum 

sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  Tugas  

(P l t . )  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  dan 

karena  kedua  sura t  te rsebu t  d ibua t  

secara  t i dak  cermat  bahkan  te rkesan  

dipaksakan  dan  sewenang- wenang,  

ser ta  t i dak  mempunyai  dasar  hukum 

yang  je l as ,  maka   Tergugat  I  

mengeluarkan  lag i  sura t  Nomor:  

325/Kp ts /Se t j en /Tahun  2010  tangga l  

28  Jun i  2010,  per iha l  perubahan  

Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  

KPU   Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Padaha l  Penggugat  te lah  memenuhi  syara t - syara t  

admin is t r a t i f  untuk  te rus  menja lankan  jaba tannya  dan  

juga  te l ah  menja lankan  sega la  tugas  dan  kewaj i bannya  

dengan  baik ,  t i dak  pernah  melanggar  kode  et i k ,  masih  

sehat  secara  jasmani  dan  rohan i  untuk  melaksanakan  

tugas - tugasnya ,  t i dak  pernah  d i j a t uh i  p idana ,  t i dak  

pernah  menghambat  k ine r j a  dar i  KPU Kabupaten  Musi  

Disclaimer
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Banyuas in  ba ik  dar i  seg i  penye lenggaraan  pemi lu  

maupun  dar i  seg i  organ isas i / p r o f e s i  seh ingga  t i dak  

pernah  ada  rekomendas i  dar i  Bawaslu  (Badan  Pengawas  

Pemi lu )  mengenai  pengenaan  sanks i  kepada  Penggugat ,  

sebaga imana  te rdapa t  da lam Pasal  74 ayat  (1 )  huru f  g.  

dan  ayat  (2 )  jo .  Pasal  78  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  

Undang- Undang   Nomor:  22  Tahun  2007  Tentang  

Penye lenggara  Pemi lu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  

mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  untuk  memberhent i kan  

Penggugat  d ika renakan  Penggugat  

te lah  pindah  sta tus  kepegawaian  dar i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  

Pemer in tah  Kabupaten  Musi  Banyuas in  

menjad i  PNS  Pemer in tah  Prov ins i  

Sumatera  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  t i dak  memperhat i kan  akan  

adanya  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Sela tan  Nomor:  030  

KPTS/BKD. I I / 2 009  Tangga l  9  Februar i  2009,  yang  

menetapkan  Penggugat  untuk  dipeker j akan  kembal i  pada  

Sekre ta r i a t  KPU  Musi  Banyuas in  dan  sura t  KPU 

Hal  15 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Kabupaten  Musi  Banyuas in  Nomor:  03/KPU/Kab.  Muba/2010  

tangga l  21  Januar i  2010  ser ta  Ber i t a  Acara  Nomor:  

01/BA/P leno /KPU/Kab.Muba  2010  tangga l  19 Januar i  2010  

yang  menyatakan  Penggugat  masih  mampu,  dan  te tap  

dibu tuhkan  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  dan  

tanggung  jawabnya  sebaga i  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  

Musi  Banyuas in ,  senya tanya  t i dak  ada  atu ran  yang  

melarang  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Pemer in tah  

Prov ins i ,  t i dak  bo leh  menjabat  sebaga i  pe jaba t  

s t ruk tu r a l  pada  Komis i  Pemi l i han  Umum di  t i ngka t  

Kabupaten  dalam wi layah  prov ins i  d imaksud.  

9. Bahwa  Pasa l  59  ayat  (2 )  Undang-

Undang  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum  Jo.  

Pasa l  75 Pera tu ran  KPU Nomor  5 Tahun 

2008  Tentang  Tata  Ker ja  Komis i  

Pemi l i han  Umum,  Komis i  Pemi l i han  

Umum Prov ins i ,  dan  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Kabupaten /Ko ta  yang  te lah  

di rubah  dengan  Pera tu ran  KPU Nomor  

21  Tahun  2008,  Pera tu ran  KPU Nomor  

37  Tahun  2008,  dan  Pera tu ran  KPU 

Nomor  1 Tahun 2010 yang  pada in t i n ya  

menyatakan  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  

ada lah  pegawai  neger i  s ip i l  (PNS) ,  

dan    t i dak  ada  atu ran  yang  

menentukan  PNS Prov ins i  t i dak  dapat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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diangka t  menjad i  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten .  Dengan  demik ian  t i dak l ah  

log i s  alasan  dar i   Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  da lam  memberhent i kan  

Penggugat  dar i  jaba tannya ,  karena  

se la i n  Penggugat  ada lah  PNS  yang  

memi l i k i  kr i t e r i a  kepangkatan  dalam 

bidang  kepegawaian  untuk  menjaba t  

sebaga i  Pl t .  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  te rmasuk  

Penggugat  masih  mempunyai  tanggung  

jawab  untuk  mempertanggung  jawabkan  

keuangan  dan  laporan  tekn i s  

pe laksanaan  Pemi lu  2009  yang  sampai  

dengan  saat  in i  be lumse lesa i  

d i l aksanakan  karena  masih  te rhambat  

di   t i ngka t   PPK    (kecamatan)  

ser ta    Penggugat   juga   masih  

dibu tuhkan  penga laman  dan  tenaganya  

untuk  melaksanakan  sega la  tugas  dan  

kewaj i bannya  d i  KPU Kabupaten  Musi  

Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa berdasarkan  alasan  – a lasan  di  

da lam  but i r  3- 9  gugatan  in i ,  dapat  

d i t un j ukkan  bahwa  Tergugat  I  dan  

Hal  17 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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Tergugat  I I  te lah  ber t i ndak  

sewenang- wenang,  t i dak  ad i l / t i d a k  

wajar ,  dan  bi l a  Tergugat  I  dan 

Tergugat  I I  dapat  menger t i  dan  

memahaminya,   maka  sudah  seharusnya  

Tergugat  I  dan   Terguga t   I I  t i dak  

sampai  pada  keputusan  untuk  

memberhent i kan  dan mencabut  Penggugat  

dar i  jaba tannya .  Dengan  demik ian  

t i ndakan  Tergugat  I   dan Terguga t  I I ,  

nyata - nyata  te l ah  melanggar  Asas  

ber t i ndak  cermat ,  Asas  Keadi l an  atau  

Kewaja ran  dan  asas  Kepast i an  Hukum 

yang  te rkandung  dida lam  Asas- asas  

Umum  Pemer in tahan  yang  baik ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  Sura t  Per in tah  Tergugat  I  

Nomor:  16/S P/ I I I /20 10  tangga l  30 

Maret  2010  ten tang  pencabutan  sura t  

per in t ah  Sekre ta r i s  Jendra l  Komis i  

Pemi l i han  Umum   Nomor:  89/ UP/ KPU/  

V/200 5 tangga l  12  Mei  2005,  da lam 

bag ian  per t imbangan   a  /   Tergugat  I  

mendasarkan  bahwa  sura t  per in t ah  

te rsebu t  d ike lua rkan  oleh  Sekre ta r i s  

Jendra l  Komis i  Pemi l i han  Umum, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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senya tanya  sura t  Nomor:  89/ UP/ KPU/  

V/200 5 tangga l  12  Mei  2005 

dike lua r kan  oleh  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum, se lan ju t nya  Keputusan  

Tergugat  I  Nomor:  

325/kp t s /Se t j en /TAHUN 2010 Tangga l  28 

Jun i  2010 Tentang  Pencabutan  Sura t  

Per in tah  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor :  

89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  2005  

dan  Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendra l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30 

Maret  2010  pun  masih  t i dak  cermat  di  

mana  Tergugat  I  pada  bag ian  

per t imbangan  keputusan  dimaksud  

mendasarkan  sura t  per in t ah  Nomor:  

89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  2005  

dike lua r kan  o leh  Komis i  Pemi l i han  

Umum,  senyatanya  sura t  te rsebu t  

d ike lua r kan  oleh  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum.  Sehingga  hal  in i  

menunjukkan  ket i dakce rmatan  Terguga t  

I  da lam membuat  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  Tergugat  I  juga  mengeluarkan  

Hal  19 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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sura t  Nomor:  375/SJ / I I I / 2 0 10  

Ter tangga l  30  Maret  2010  Per iha l  

Rekomendas i  Pemberhent i an  Pejaba t  

s t ruk tu r a l  ese lon  IV  pada Sekre ta r i a t  

KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  d i  mana 

pada  nomor  6- nya  menyatakan  

merekomendas ikan  kepada  KPU Prov ins i  

Sumatera  Sela tan  untuk  

memberhent i kan  Penggugat  dar i  

jaba tannya  sebaga i   Kepala  Sub  

Bagian  Umum pada  Sekre ta r i a t  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  ada lah  suatu  hal  yang  dipaksakan  karena  

anta ra  sura t  Nomor:  375/SJ / I I I / 2 010  Ter tangga l  30  

Maret  2010  dan  Sura t  Per in t ah  Tergugat  I  Nomor:  

16/S P/ I I I /20 10  dike lua rkan  pada  tangga l  yang  sama,  

ya i t u  tangga l  30 Maret  2010.  Sela in  i t u  karena  

pemberhent i an  Penggugat  dar i  jaba tannya  sebaga i  

Kepala  Sub Bagian  Umum pada  Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten  

Musi  Banyuas in  mela lu i  Keputusan  Sekre ta r i s  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-

006/2010 ,  baru  te rb i t  pada  tangga l  1  Apr i l  2010  

sedangkan  Tergugat  I  sudah  te r l eb i h  dahu lu  

memberhent i kan  Penggugat  dar i  jaba tannya  se laku  Pl t .  

Sekre ta r i s  KPU Musi  Banyuas in  pada  tangga l  30  Maret  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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2010  mela lu i  Sura t  Per in t ah  Nomor:  16/S P/ I I I /20 10 

tangga l  30 Maret  2010.  Apabi l a  Tergugat  I  cermat ,  

maka  seharusnya  ia  mengeluarkan  rekomendas i  

pemberhent i an  jaba tan  Kepala  Sub  Bagian  te r l eb i h  

dahu lu  kepada  KPU Prov ins i  Sumatera  Sela tan  (Terguga t  

I I  a  quo)  d i l an j u t k an  dengan  KPU Prov ins i  Sumatera  

Sela tan  (Terguga t  I I )  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  

Pemberhent i an  Penggugat  dar i  jaba tannya  te rsebu t ,  

sete lah  i t u  baru  Tergugat  I  memberhent i kan  jaba tan  

Pl t .  Penggugat  mela lu i  sura t  per i n t ahnya .  Akan te tap i  

Tergugat  I  t i dak  mengiku t i  a lu r  te rsebu t .  Dengan 

demik ian  hal  in i  memper l i ha t kan  adanya  pemaksaan  

pengambi l an  keputusan  dan  ket i dakce rmatan  dar i  

Tergugat  I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  Terguga t  I  berusaha  

memperba ik i  ket i dakce rmatan  

sebaga imana  disebu t  da lam but i r  nomor  

9  dan  10  dar i  a lasan  gugatan  in i  

mela lu i  Sura t  Keputusan  Nomor:  

325/kp t s /Se t j en /TAHUN 2010 tangga l  28 

Jun i  2010  di  mana  kons ide rans  

Menimbang  huru f  a  dan  huru f  d  ser ta  

Dik tum  PERTAMA dan  Dik tum  KEDUA dar i  

Sura t  Per in tah  Tergugat  I  Nomor:  

16/S P/ I I I /20 10  tangga l  30 Maret  2010 

yang  semula  te r t u l i s  Sura t  Per in t ah  

Hal  21 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Sekre ta r i s  Jendra l  KPU d i rubah  

menjad i  Sura t    Per in tah   Komis i   

Pemi l i han  Umum.  Di  samping  i t u ,  

mela lu i  kons ide rans  bagian  

memperhat i kan  Nomor  5  dar i  Sura t  

Keputusan  Nomor:  

325/kp t s /Se t j en /TAHUN 2010 tangga l  28 

Jun i  2010,  Tergugat  I  juga  berusaha  

memperba ik i  ket i dakce rmatannya  da lam 

mengeluarkan  sura t  per in t ah  

pemberhent i an  Penggugat  dar i  

jaba tannya  se laku  Pl t .  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  te r l eb i h  

dahu lu  sebe lum  adanya  Keputusan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Sela tan  mengena i  

pemberhent i an  Penggugat  dar i  

jaba tannya  se laku  Kepala  Sub Bagian .  

Akan  te tap i  ia  te tap  pada  keputusan  

awalnya  untuk  memberhent i kan  

Penggugat  dar i  jaba tannya  se laku  Pl t .  

Sekre ta r i s  KPU  Musi  Banyuas in .  

Walaupun  Tergugat  I  memperba ik i  

keputusan  awal  mela lu i  keputusan  

belakangan  te rsebu t ,  akan  te tap i  ha l  

in i  jus t r u  menunjukkan  pengakuan  

Tergugat  I  secara  t i dak  langsung  atas  

ket i dakce rmatannya ,  se lan ju t nya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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sebaga imana  kehendak  dar i  Undang-

Undang  Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

penggant i an  Pl t . /  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  di l akukan  berdasarkan  has i l  

rapa t  p leno  KPU Kabupaten  Muba  dan  

disampaikan  ke  Sekre ta r i s  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Sela tan  untuk  

di t e ruskan  ke  Sekre ta r i s  Jendra l  KPU;  

- - - - - - - - - - -  

14. Bahwa  atas  dal i l - da l i l  but i r  Nomor  

9  –  11  dia tas ,  dapat  d i t un j ukkan  

dengan  je l as  bahwa  Tergugat  I  te lah  

melanggar  asas  ber t i ndak  cermat .  

Sela in  i t u  demi  stab i l i t a s  hukum,  

maka suatu  keputusan  yang  dike lua rkan  

oleh  badan/pe jaba t  ta ta  usaha  harus  

mengandung  kepas t i an  dan  t i dak  akan  

dicabu t / d i r u bah  kembal i ,  bahkan  

walaupun  te rdapa t  kekurangan  dalam 

keputusan  te rsebu t .  Hal  in i  

d ika renakan  bi l a  te r j ad i  ha l  

demik ian ,  maka akan  menimbulkan  kesan  

negat i f  dan  menurunkan  kepercayaan  

masyaraka t  te rhadap  badan/pe jaba t  

ta ta  usaha  negara  te rsebu t .  Atas  

dasar  te rsebu t ,  ke lua rnya  Sura t  

Hal  23 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Keputusan  Tergugat  I  Nomor:  

325/kp t s /Se t j en /TAHUN 2010 tangga l  28 

Jun i  2010,  yang  te tap  mencopot  

Penggugat  dar i  jaba tannya  tanpa  

mempert imbangkan  fak ta - fak ta  atas  

masih  mampunya  Penggugat  untuk  

menempat i  jaba tannya  dan  kond is i  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  yang  

te rganggu  k ine r j anya  karena  kosongnya  

jaba tan  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  

Banyuas in  ser ta  merubah  susunan  

redaks iona l  da lam  Sura t  Per in t ah  

Nomor:  16/S P/ I I I /20 10  tangga l  30 

Maret  2010,  sebaga imana  te rdapa t  

da lam but i r  ke- 11 alasan  gugatan  in i ,  

maka  sudah  je l as  Tergugat  I  te l ah  

melanggar  asas  kepas t i an  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -    

15. Bahwa ak iba t  dar i  kosongnya  jaba tan  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  

Banyuas in ,  maka  Sekre ta r i a t  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Sela tan  

mengeluarkan  Sura t  Tugas  Nomor:  

054/ST/Ses .P rov - 006/ IV /2010  pada  

Tangga l  14  Apr i l  2010  mengenai  

penugasan  kepada  Penggugat  untuk  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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melaksanakan  tugas - tugas  sebaga i  

Pelaksana  Har ian  (P lh . )  Sekre ta r i s  

KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  yang  

ber laku  se jak  tangga l  d i te t apkan  dan  

berakh i r  sampai  dengan  adanya  

Penetapan  Pejaba t  Pelaksana  Tugas  

(P l t . )  ataupun  Penetapan  Pejaba t  

Def in i t i f  Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  

Musi  Banyuas in  yang  di te t apkan  o leh  

Sekre ta r i s  Jendra l  KPU.  Penun jukan  

Penggugat  sebaga i  Plh .  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  In i  hanya  

sebatas  pada tugas- tugas  admin i s t r a s i  

ru t i n ,  sedangkan  Penggugat  masih  

mempunya i  tanggung  jawab  untuk  

mempertanggung jawabkan  keuangan  dan 

laporan  tekn i s  pe laksanaan  Pemi lu  

2009  yang  sampai  saat  in i  be lum 

se lesa i  d i l aksanakan  karena  masih  

te rhambat  di  t i ngka t  PPK (kecamatan) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ser ta  t i dak  dapat  mengambi l  keputusan  pr ins i p  da lam 

pelaksanaan  tugas  Pl t . / Sek re t a r i s  KPU Kabupaten  Musi  

Banyuas in ,  yang  mengak iba t kan  te rhambatnya  

pelaksanaan  tugas  Sekre ta r i a t  KPU  Kabupaten  Musi  

Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  25 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - -

16. Bahwa  berdasarkan  Rapat  Pleno  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in    yang  

di t uangkan  dalam Ber i t a  Acara  Nomor:  

09/BA/RPT/  KPU/KAB.MUBA/2010  tangga l  

1  Apr i l  2010  diusu l kan  3  orang  

( te rmasuk  Penggugat  dida lamnya)  Calon  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  

Banyuas in ,  has i l  Konsu l t as i  dengan  

Bupat i  Musi  Banyuas in  tangga l  31 

Maret  2010,  kepada  Bupat i  Musi  

Banyuas in .  Kemudian  demi  

menindak lan ju t i  p leno  te rsebu t ,  

Bupat i  Kabupaten  Musi  Banyuas in  

mela lu i  sura t  Nomor:  1163/BKD.D. /2010  

tangga l  5  Apr i l  2010  menetapkan  

Penggugat  sebaga i  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

17. Bahwa  proses  penetapan  Penggugat  

se laku  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  

Banyuas in  sudah  berdasarkan  prosedur  

pengusu lan  dan  penetapan  ca lon  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten /Ko ta  dar i  

Pasa l  59  ayat  (3 ) ,  (4 ) ,  dan  (5)  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  

Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

jo .  Pasal  80  ayat  (1 ) ,  ayat  (2 )  dan  

ayat  (3 )  Pera tu ran  KPU Nomor  5 Tahun 

2008  Tentang  Tata  Ker ja  Komis i  

Pemi l i han  Umum, Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i ,  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten /Ko ta  yang  te lah  di rubah  

dengan  Pera tu ran  KPU Nomor  21  Tahun  

2008,  Pera tu ran  KPU Nomor:  37  Tahun  

2008,  dan Pera tu ran  KPU Nomor 1 Tahun  

2010,  yang  memi l i k i  4 tahapan  sebaga i  

ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

a) KPU  Kabupaten /Ko ta  melakukan  

konsu l t as i  dengan  Bupat i /Wa l i k o t a  

mengenai  ca lon  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Sesua i  dengan  has i l  konsu l t as i ,  KPU 

Kabupaten /Ko ta  mela lu i  rapa t  p leno  

menetapkan  usu lan  3  orang /nama  ca lon  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  27 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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c) Usulan  3  orang /nama  ca lon  Sekre ta r i s  

KPU  Kabupaten /Ko ta  kepada  

Bupat i /Wa l i k o t a ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) Bupat i /Wa l i k o t a  menetapkan  1  orang  

ca lon  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa  sebaga i  t i ndak  lan ju t  

penetapan  te rsebu t ,  Terguga t  I I  

mengi r imkan  sura t  Nomor:  055/SesProv -

006/ IV /2010 ,  tangga l  19  Apr i l  2010  

kepada    Terguga t  I  Per iha l  Usul  

Pejaba t  St ruk tu ra l  ese lon  I I I a  di  

Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kab.  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Akan te tap i  Penetapan  jaba tan  Penggugat  te rsebu t  sama 

seka l i  t i dak  di tanggap i  o leh  Tergugat  I ,  padaha l  

penetapan  te rsebu t  sudah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  dan meru juk  Pasa l  59  

ayat  (5 )  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum yang  menyebutkan  bahwa 

sete lah  diusu l kan  3 ( t i ga )  orang  ca lon  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten /Ko ta  pada  pasa l  59  ayat  (3 )  maka  dip i l i h  

1(sa tu )  orang  dan  di te t apkan  oleh  Bupat i /Wa l i k o t a ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sedangkan  mengena i  penetapan  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  

mela lu i  Keputusan  KPU  sebaga imana  dimaksud  da lam 

Pasa l  80  ayat  (4 )  Pera tu ran  KPU Nomor  5  Tahun  2008 

Tentang  Tata  Ker ja  Komis i  Pemi l i han  Umum,  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i ,  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten /Ko ta  yang  te lah  di rubah  dengan  Pera tu ran  

KPU Nomor  21  Tahun  2008,  Pera tu ran  KPU Nomor:  37  

Tahun  2008,  dan  Pera tu ran  KPU Nomor:  1  Tahun  2010,  

s i f a t nya  hanya  keputusan  dek la ra t o i r  ya i t u  menyatakan  

secara  fo rma l  da lam  keputusan  ten tang  keadaan  yang  

te lah  di t e t apkan  oleh  KPU  Kabupaten ,  lag ipu l a  

berdasarkan  asas  lex  super i o r i  deroga t  leg i  

in f e r i o r i ,  maka  keten tuan  d i  da lam  Undang- Undang 

Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum ada lah  “ lex  super i o r i “  yang  seharusnya  leb ih  

diu tamakan  di  mata  ta ta  uru tan  perundang- undangan  

diband ingkan  dengan  keten tuan  Pera tu ran  KPU Nomor  5 

Tahun  2008  Tentang  Tata  Ker ja  Komis i  Pemi l i han  Umum, 

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i ,  dan  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Kabupaten /Ko ta  yang  te lah  di rubah  dengan  

Pera tu ran  KPU Nomor  21  Tahun  2008,  Pera tu ran  KPU 

Nomor  37 Tahun  2008,  dan  Pera tu ran  KPU Nomor  1 Tahun  

2010 “ sebaga i  lex  in fe r i o r i ” ;  - -  

19. Bahwa  tanpa  mengindahkan  ha l  

te rsebu t ,  yang  te r j ad i  ada lah  

seba l i knya ,  Tergugat  I  jus t r u  

mengeluarkan  Sura t  Keputusan  Nomor:  

Hal  29 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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325/kp t s /Se t j en /TAHUN 2010 tangga l  28 

Jun i  2010  yang  menguatkan  

pemberhent i an  Penggugat  dar i  

Jabatannya  se laku  Pl t .  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in .  Dengan 

demik ian  te r l i h a t  je l as  bahwa 

Tergugat  I  lag i - lag i  te lah  ber t i ndak  

sewenang- wenang,  t i dak  ad i l / t i d a k  

wajar  yang  mengak iba t kan  

ket i dakpas t i an  hukum ba ik  bagi  hukum 

Tata  Negara  maupun  bagi  s ta tus  

jaba tan  Penggugat  dan  juga  bag i  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  yang  

te rganggu  k ine r j anya  karena  kosongnya  

jaba tan  sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  

Banyuas in  ser ta  laporan  keuangan  dan  

laporan  tekn i s  pe laksanaan  Pemi lu  

2009  yang  sampai  saat  in i  be lum 

se lesa i  d i l aksanakan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

20. Bahwa  berdasarkan  alasan- alasan  

dalam but i r  15- 19,  lag i - lag i  te r l i h a t  

dengan  je l as  bahwa  Tergugat  I  te lah  

melanggar  Asas  Keadi l an  atau  

Kewaja ran  dan  seka l i gus  juga  Asas  

Kepast i an  Hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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21. Bahwa  dika renakan  Sura t  Per in t ah  

Tergugat  I  Nomor:  16/S P/ I I I /20 10 

tangga l  30 Maret  2010  dan  Nomor:  

325/kp t s /Se t j en /TAHUN 2010 Tangga l  28 

Jun i  2010,  dan  Keputusan  Tergugat  I I  

Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  

Tangga l  1  Apr i l  2010;  yang  menjad i  

ob jek  sengke ta  dalam  perkara  in i  

menimbulkan  kerug ian  berupa  

dibe rhen t i k annya  Penggugat  dar i  

Jabatannya  dan  seka l i gus  juga  

menimbulkan  

ket i dak j e l a san / ke t i d akpas t i an  hukum 

bag i  s ta tus  kepegawaian  dan  jaba tan  

Penggugat  ser ta  juga  merug ikan  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  yang  

te rganggu  k ine r j anya  karena  kosongnya  

jaba tan  sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  

Banyuas in  yang  sebe lumnya  di j aba t  

o leh  Penggugat ,  maka sudah  sepatu tnya  

Penggugat  memohon  kepada  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  untuk  menja tuhkan  putusan  

penundaan  bag i  ber lakunya  Sura t  

Per in tah  Tergugat  I  Nomor 

16/S P/ I I I /20 10  tangga l  30 Maret  2010 

dan Nomor:  325/kp t s /Se t j e n /TAHUN 2010  

Hal  31 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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Tangga l  28  Jun i  2010,  dan  Keputusan  

Tergugat  I I  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-

006/2010  Tangga l  1  Apr i l  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

22. Bahwa  dika renakan  ket i ga  objek  

sengketa  dalam  perkara  in i  berupa  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dike lua r kan  oleh  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  te lah  melanggar  Asas  

Kepast i an  Hukum,  Asas  Kecermatan ,  dan 

Asas  Keadi l an       atau  

Kewaja ran     yang     te rkandung     d i  

da lam     Asas- Asas   Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  seh ingga  

mengak iba t kan  kerug ian  berupa  

dibe rhen t i k annya  Penggugat  dar i  

Jabatannya  dan  seka l i gus  juga  

menimbulkan  

ket i dak j e l a san / ket i dakpas t i an  hukum 

bag i  s ta tus  kepegawaian  dan  jaba tan  

Penggugat ,  maka berdasarkan  Pasa l  53 

ayat  (2 )  huru f  a dan  b Undang- undang  

Nomor  5 Tahun  1986  yang  te lah  diubah  

dengan  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  

2004 dan Undang- Undang Nomor  51 Tahun  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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2009,  da l i l - da l i l  da lam  gugatan  in i  

te lah  cukup  menjad i  dasar  bag i  

Penggugat  untuk  memohon kepada  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

agar  Sura t  Per in tah  Tergugat  I  Nomor:  

16/S P/ I I I /20 10  tangga l  30 Maret  2010 

dan Nomor:  325/kp ts /Se t j e n /TAHUN 2010 

Tangga l  28  Jun i  2010,  dan  Keputusan  

Tergugat  I I  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-

006/2010  Tangga l  1  Apr i l  2010  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

23. Bahwa meru juk  dar i  Pasa l  53 ayat  (2 )  

huru f  a  dan  b  Undang- undang  Nomor  5 

Tahun  1986  yang  te l ah  diubah  dengan  

Undang- undang     Nomor  9  Tahun  2004  

dan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009,  maka  Penggugat  memohon  kepada  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  agar  memer in tahkan  kepada  

Tergugat  I  untuk  mencabut       Sura t  

Per in tah  Nomor:  16/S P/ I I I /20 10 

tangga l  30 Maret  2010  dan 

Nomor:  325/kp t s /Se t j e n /TAHUN  2010  

Tangga l  28  Jun i  2010,  dan  Keputusan  

Hal  33 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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Tergugat  I I  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-

006/2010  Tangga l  1  Apr i l  2010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  yang  te l ah  diu ra i kan  dia tas ,  

Penggugat  memohon dengan  hormat  kepada  Hakim Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  berkenan  memer iksa  dan  mengadi l i  i s i  

Gugatan  in i  dengan member ikan  amar  putusan :  - - - - - -

DALAM  PENUNDAAN  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

1. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  I  untuk  menunda  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendra l  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor:  

16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30  Maret  2010  

ten tang  Pencabut an Sura t  Per in tah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  

12  Mei  2005,  atas  nama  Sdr .  I r .  

IR IADI  NIP.440026317,  Penata  Tk. I  

( I I I / d ) ,  Kepala  Sub  Bagian  Umum 

sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  Tugas  (P l t )  

Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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- Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  325/kp t s /Se t j en /TAHUN 2010 ,  tangga l  28  Jun i  

2010,  Tentang  Pencabutan  Sura t  Per in tah  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  dan  Perubahan  Sura t  

Per in tah  Sekre ta r i s  Jendra l  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor :  

16/SP/ I I I / 2 010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2. Memer in tahkan  Tergugat  I I  untuk  menunda  :  Keputusan  

Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  

Sela tan  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  Tangga l  1 Apr i l  

2010  Tentang  Pemberhent i an  Sdr .  I r .  I r i a d i  

NIP.440026317,  Penata  Tk. I  ( I I I / d )  dar i  jaba tannya  

sebaga i  Kepala  Sub Bagian  Umum pada  Sekre ta r i a t  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Musi  Banyuas in .

Sampai  ada  keputusan  hukum pengad i l an  yang  berkekua tan  hukum 

te tap ;  - - - - - - - - - -   

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

a. Sura t  Keputusan  Tergugat  I  :  

Hal  35 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendra l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30  Maret  2010  

ten tang  Pencabut an Sura t  Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor :  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  

12  Mei  2005,  atas  nama Sdr .  I r .  IRIADI  NIP.440026317,  

Penata  Tk. I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub  Bagian  Umum sebaga i  

Pejaba t  Pelaksana  Tugas  (P l t )  Sekre ta r i s  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Musi  Banyuas in .  

- Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum        Nomor:  325/kp ts /Se t j e n /TAHUN 2010 ,  tangga l  

28  Jun i  2010,  Tentang  Pencabutan     Sura t   Per in t ah  

Komis i      Pemi l i han      Umum    Nomor:  

89/UP/KPU/V/2005  dan  Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendra l  Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor  

16/SP/ I I I / 2 010 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b.  Sura t  Keputusan  Terguga t  I I  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Sumatera  Sela tan  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  

Tangga l  1  Apr i l  2010  Tentang  Pemberhent i an  Sdr .  I r .  

I r i ad i  NIP.440026317,   Penata  Tk. I  ( I I I / d )  dar i  

jaba tannya  sebaga i  Kepala  Sub  Bagian  Umum pada  

Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Musi  

Banyuas in ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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3. Memer in tahkan   untuk  mencabut :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

a. Tergugat  I  mencabut  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendra l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30  Maret  2010  

ten tang  Pencabut an Sura t  Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor :  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  

12  Mei  2005,  atas  nama Sdr .  I r .  IRIADI  NIP.440026317,  

Penata  Tk. I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub  Bagian  Umum sebaga i  

Pejaba t  Pelaksana  Tugas  (P l t )  Sekre ta r i s  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  - - - -  

- Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  325/kp ts /Se t j e n /TAHUN  2010 ,  tangga l  28 

Jun i  2010,  Tentang  Pencabutan  Sura t  Per in tah  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor :  89/UP/KPU/V/2005  dan  Perubahan  

Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendra l  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b. Tergugat  I I  mencabut  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Sumatera  Sela tan  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  

Tangga l  1  Apr i l  2010  Tentang  Pemberhent i an  Sdr .  I r .  

Hal  37 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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I r i ad i  NIP.440026317,  Penata  Tk. I  ( I I I / d )  dar i  

jaba tannya  sebaga i  Kepala  Sub  Bagian  Umum pada  

Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Musi  

Banyuas in ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  Terguga t  I  dan  Terguga t  I I  untuk  

mengembal i kan  harka t  dan martaba t  Penggugat  seper t i  

semula ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

5. Menghukum Tergugat  I  dan Tergugat  I I  untuk  membayar  

biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada har i  s idang  yang  te l ah  di ten tukan  

para  pihak  te lah  datang  menghadap  dipe rs i dangan ,  Penggugat  

pr ins i pa l  dan  Kuasa  Hukumnya 1.  Her i  Mukt i .  H. ,  SH. ,  2.  KMS.  

M.  Jauhar i ,  SH.  MH.,  3.  Sur ip t o         Yanuryad i .M ,  SH. ,  4.  

Andr ie  Def r i ansyah ,  SH. ,  sedang  Terguga t  I  d iwak i l i   o leh  

Kuasanya  1.  Hi t l e r  Marpaung,  SH.  2.  Lindawaty  Ambar i t a ,  SH.  3.  

Darya tun ,  SH.                4.  Dyah Arn ias i t a ,  SH. ,  Terguga t  I I  

dan Kuasan  Hukumya 1.  Agus Her i    Pramono,  SH.  M.Si ,   2.  Abdul l ah ,  

SH.  MA;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  p ihak  

Tergugat  I  te l ah  mengajukan  Ekseps i  dan   jawaban  pada  s idang  

tangga l  29  Ju l i  2010,  yang  is i  lengkapnya  sebaga i  ber i ku t :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

I . DALAM  EKSEPSI  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EKSEPSI  KOMPETENSI  RELATIF.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

1 . Bahwa Terguga t  I  menolak  se lu ruh  da l i l  Penggugat  

kecua l i  yang  diaku i  secara  tegas  oleh  Tergugat  I .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 . Bahwa ket i ga  objek  sengketa  da lam  gugatan  aquo,  

penetapan  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i d ua l ,  dan  

f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  

seseorang  atau  badan  hukum  perda ta  adalah  

penetapan  Tergugat  I I ,  yakn i  Keputusan  Sekre ta r i s  

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Sela tan  

Nomor  :  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010 ,  tangga l  1 

Apr i l  2010 Tentang  Pemberhen t i an  Sdr .  I r .  I r i ad i ,  

Nip .  440026317,  Penata  Tk. I  ( I I I / d )  dar i  

jaba tannya  sebaga i  Kepala  Sub  Bagian  Umum pada  

Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Musi  

Banyuas in .

3 . Bahwa Penetapan  Tergugat  I I  yang  di j ad i kan  ob jek  

sengketa  te rd i r i  dar i :  - - - -

a. Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  

Hal  39 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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Jendera l  Komis i  Pemi ihan  Umum 

Nomor  :  16/SP/ I I I / 2 010 ,  tangga l  

30  Maret  2010  Tentang  

Pencabutan  Sura t  Per in tah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Nomor  :  

89/UP/KPU/V/2005 ,  tangga l  12 

Mei  2005 atas  nama Sdr .  IR IADI ,  

NIP.  440026317,  Penata  TK. I  

( I I I / d ) ,  Kepala  Sub Bagian  Umum 

sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  Tugas  

(P l t )  Sekre ta r i s  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Musi  

Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  

325/Kpts /Se t j en /TAHUN  2010,  

Tentang  Pencabutan  Sura t  

Per in t ah  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  :  89/UP/KPU/V/2005  dan 

Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Nomor  :  

16/SP/ I I I / 2 010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Pada  hakekatnya  adalah  keb i j a kan  Tergugat  I  untuk  

memberhent i kan  Penggugat  sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  

Tugas  Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

4 . Bahwa  Sura t  Per in t ah  untuk  melaksanakan  tugas  

sebaga i  Pelaksana  Tugas  (P l t )  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  sebaga imana  dimaksud  

dalam Sura t  Per in t ah  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

:  89/UP/KPU/V/2005  bukan  pengangkatan  Penggugat  

sebaga i  Pejaba t  def i n i t i f .  Demik ian  juga  Sura t  

Per in tah  Sekre ta rs i  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Nomor  :  16/SP/ I I I / 2 010  dan  Keputusan  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  :  325/Kp ts /Se t j e n /TAHUN 2010 yang  mencabut  

Sura t  Per in t ah  Nomor  :  89/UP/KPU/V/2005  bukan  

pemberhent i an  Penggugat  sebaga i  Pejaba t  

def i n i t i f ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 . Bahwa karena  i t u ,  kedua  Penetapan  Tergugat  yang  

menjad i  ob jek  sengketa  dalam  perkara  aquo  t i dak  

menimbulkan  ak iba t  hukum yang  merug ikan  Penggugat  

karena  kedua  Sura t  Keputusan  Terguga t  I  aquo  

t i dak  memberhent i kan  Penggugat  dar i  jaba tan  yang  

Hal  41 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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def i n i t i f ,  yakn i  Kepala  Sub  Bagian  Umum 

Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  t i dak  

merug ikan ,  t i dak  ada  kepent i ngan ,  t i dak  ada  

gugatan  (no  in t e r es t ,  no act i on ) ;  - - - - - - - - - - - - - -

6 . Bahwa ha l  in i  se ja l an  dengan  pendapat  Indrohar t o ,  

SH. ,  da lam  Buku  Usaha  memahami  undang  –  undang  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  Buku I ,  ha l .  

173  yang  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

“ Dalam  prak teknya  atau  k i t a  jumpai  dua  ke lompok  

keb i j a kan  yang  t i dak  memenuhi  untuk  melah i r kan  ak iba t  

hukum  secara  def i n i t i f .  Per tama  :  ada  ke lompok  

keputusan  yang  menimbulkan  suatu  ak iba t  hukum anta ra  

la i n  :  

- Suatu  mata  

keb i j a ksanaan  yang  

belum  dapat  d ianggap  

sebaga i  suatu  Keputusan  

TUN  yang  merupakan  

suatu  penetapan  

te r t u l i s ,  karena  dengan  

nota  semacam  i t u  

susunan  lembaga  hukum 

pos i t i f  yang  ada  belum 

berubah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Oleh  karena  i t u ,  Penetapan  Tergugat  I  aquo  t i dak  

membawa  perubahan  kedudukan  Penggugat  sebaga i  

kepa la  Sub  Bagian  Umum Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  

Musi  Banyuas in ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7 . Dengan  demik ian ,  da lam  gugatan  Penggugat  yang  

menjad i  ob jek  sengketa  seharusnya  hanya  Keputusan  

Tergugat  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 . Bahwa  pada  Pasal  54  ayat  (1 )  Undang  –  Undang  

Nomor  5  Tahun  1989  dinya takan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Gugatan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  dia j ukan  kepada  

Pengad i l an  yang  berwenang  yang  daerah  hukum  menjad i  

tempat  kedudukan  Tergugat ” ;  - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  54  ayat  (1 )  Undang  – Undang  

te rsebu t ,  gugatan  dengan  objek  sengketa  Keputusan  

Tergugat  I I  aquo,  seharusnya  d ia j ukan  ke  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Palembang  menginga t  kedudukan  Tergugat  I I  

berada  di  Palembang,  Prov ins i  Sumatera  Sela tan ;  - - -  

Berdasarkan  ura ian  alasan  hukum dia tas ,  maka Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  mempunyai  kewenangan  

(kompetens i  re la t i f )  untuk  memer iksa ,  mengadi l i  dan  

Hal  43 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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memutuskan  gugatan  Penggugat ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

I I . DALAM  POKOK  PERKARA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

1. Bahwa  apa  yang  dikemukakan  Tergugat  I  

da lam  Ekseps i ,  mohon  agar  dianggap  

te ru l ang  kembal i  se lu ruhnya  dalam  pokok  

perkara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Tergugat  I  menolak  se lu ruh  dal i l  – 

da l i l  Penggugat  dengan  tegas ,  kecua l i  

yang  diaku i  o leh  Tergugat  I  secara  

tegas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. Bahwa Penetapan  Tergugat  I  in  casu  Sura t  

Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU Nomor  :  

16/SP/ I I I / 2 010  dan  Keputusan  Sekre ta r i s  

Jendera l  KPU  Nomor  :  

325/Kp ts /Sek jen /TAHUN  2010  adalah  

Penetapan  yang  te l ah  d i t e r b i t k an  sesua i  

dengan  prosedur  dan  mekanisme  ser ta  

kewenangan  Terguga t  I  yang  dia tu r  da lam 

keten tuan  Perundang  –  undangan  yang  

ber laku  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.1 . Undang – Undang Nomor  22 Tahun 2007  

Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 . Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  

2003  Tentang  Wewenang Pengangkatan ,  

Pemindahan,  dan  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

3.3 . Pera tu ran  KPU Nomor  21  Tahun  2008  

Tentang  Perubahan  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  05  Tahun  2008  

Tentang  Tata  Ker ja  Komis i  Pemi l i han  

Umum,  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i ,  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4. Bahwa  Penetapan  Tergugat  I  d idasarkan  

pada  kewenangan  Tergugat  I I  sebaga i  

Pejaba t  Pembina  Kepegawaian  Pusat  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  2003  Jo.  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  21 

Tahun  2008;  

Hal  45 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. Pada  Pasa l  1  angka  3  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9 Tahun  2003  dinya takan  

bahwa  Pejaba t  Pembina  Kepegawaian  Pusat  

ada lah  Menter i ,  Jaksa  Agung,  Pemimpin  

Kesekre ta r i a t a n  Lembaga  Kepres idenan ,  

Kepala  Kepol i s i an  Negara ,  Pemimpin  

Lembaga  Pemer in tah  Non  Depar temen,  

Pimpinan  Kesekre ta r i a t a n  Lembaga 

Ter t i ngg i / T i n gg i  Negara ,  Kepala  

Pelaksana  Har ian  Badan  Narkot iK  Nasiona l  

ser ta  Pemimpin  Kesekre ta r i a t a n  Lembaga 

la i n  yang  dip imp in  oleh  Pejaba t  

St ruk tu ra l  Eselon  I  dan  bukan  merupakan  

bag ian  dar i  Depar temen/Lembaga  

Pemer in tah  Non  Depar temen;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

6. Bahwa  j i k a  keten tuan  Pasal  1  angka  3 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  2003  

dika i t k an  dengan  keten tuan  Pasal  59  ayat  

(1 )  Undang – Undang Nomor  22 Tahun  2007,  

maka  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU 

berkedudukan  sebaga i  Pejaba t  Pembina  

Kepegawaian  Pusat  pada  Sekre ta r i a t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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Penye lenggara  Pemi l i han  Umum  secara  

Nasiona l ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  karena  i t u ,  Sekre ta r i s  Jendera l  

KPU da lam  kedudukannya  sebaga i  Pembina  

Kepegawaian  Pusat  mempunyai  kewenangan  

untuk  menetapkan  pengangkatan  dan 

pemberhent i an  Pejaba t  St ruk tu ra l  da lam 

ja j a r an  Sekre ta r i a t  Jendera l  KPU,  

Sekre ta r i a t  KPU  Prov ins i ,  dan 

Sekre ta r i a t  KPU  Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kewenangan  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU in i  d ipe r t egas  dalam 

keten tuan  Pasa l  75 ayat  (6 )  Pera tu ran  KPU Nomor  21 Tahun  

2008 yang berbuny i   :  - - - - - - - - - - - -

“ Pengis i an  jaba tan  dalam  st ruk tu r  organ isas i  

Sekre ta r i a t  Jendera l  KPU,  Sekre ta r i a t  KPU Prov ins i ,  

dan  Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten /Ko ta  di te t apkan  dengan  

Keputusan  KPU yang  di tanda tangan i  o leh  Sekre ta r i s  

Jendera l  KPU”;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa Pelaksana  Tugas  ser ta  Jabatan  pada  

hakeka tnya  bukan  jaba tan  st ruk tu ra l  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  100  Tahun  2000  

Tentang  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  

Hal  47 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Sip i l  Dalam  Jabatan  St ruk tu ra l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

9. Bahwa  ta ta  cara  pengangkatan  sebaga i  

Pelaksana  Tugas  d i t e t apkan  dalam  Sura t  

Badan  Admin is t r a s i  Kepegawaian  Negara  

Nomor  :  K.26- 20/V.24 - 25/99 ,  tangga l  10 

Desember  2001  Per iha l  Tata  Cara  

Pengangkatan  PNS  sebaga i  Pelaksana  

Tugas.  Dalam but i r  2  huru f  a  menyatakan  

bahwa  Pengangkatan  sebaga i  Pelaksana  

Tugas  t i dak  per lu  di te t apkan  dengan  

Sura t  Keputusan  da lam jaba tan ,  mela inkan  

cukup  dengan  Sura t  Per in t ah  dar i  Pejaba t  

Pembina  Kepegawaian  atau  Pejaba t  la i n  

yang  di tun j uk ,  karena  yang  bersangku tan  

masih  melaksanakan  tugas  jaba tan  yang  

def i n i t i f ;  - - - - - - -  

10. Bahwa  Sura t  Badan  Admin is t r a s i  

Kepegawaian  Negara  Nomor  :  K.26- 20/V .24-

25/99  te rsebu t  tampak  je l as  bahwa 

Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

sebaga i  Pelaksana  Tugas  adalah  

kewenangan  Pejaba t  Pembina  Kepegawaian .  

Dengan  dasar  kewenangan  untuk  mengangkat  

Pelaksana  Tugas,  maka  mempunyai  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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kewenangan  untuk  memberhent i kan  

Pelaksana  Tugas;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

11. Bahwa  berdasarkan  alasan  hukum  yang  

te lah  diu ra i kan  dia tas ,  pemberhen t i an  

Penggugat  sebaga i  Pelaksana  Tugas  

Sekre ta r i a  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  

mela lu i  Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  

Jendera l  KPU Nomor  :  16/SP/ I I I / 2 010  dan  

Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU 

Nomor  :  325/Kp ts /Se t j e n /TAHUN 2010  te lah  

sesua i  dengan  kewenangan  Sekre ta r i s  

Jendera l  KPU yang  dia tu r  da lam  Undang  – 

Undang  Nomor  22 Tahun  2007  Jo.  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  2003  Jo.  

Pera tu ran  KPU Nomor  21  Tahun  2008  dan  

Sura t  BAKN Nomor  :  K.26- 20/V .24- 25/99 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  pemberhen t i an  Penggugat  sebaga i  

Pelaksana  Tugas  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  

Musi  Banyuas in  d isebabkan  Penggugat ,  

sesua i  Keputusan  Gubernur  Sumatera  

Sela tan  Nomor  :  15/KPTS/BKD. I I / 2 009 ,  

tangga l  9  Januar i  2009,  te l ah  

dip i ndahkan  dar i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

Hal  49 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pada  Pemer in tahan  Daerah  Kabupaten  Musi  

Banyuas in  menjad i  Sta f  pada  Bagian  

Hubungan  Antar  Lembaga  Bi ro  Penghubung  

Sekre ta r i a t  Daerah  Prov ins i  Sumatera  

Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Dengan perp indahan  sta tus  PNS Penggugat ,  

maka  Penggugat  t i dak  dapat  lag i  

melaksanakan  tugasnya  sebaga i  Pelaksana  

Tugas  Sekre ta r i s  KPU  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa  berdasarkan  fak ta  te rsebu t  but i r  

13,  maka  alasan  pemberhent i an  Penggugat  

sebaga i  Pelaksana  Tugas  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  te l ah  sesua i  

dengan  hukum. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  

15. Bahwa  Tergugat  I  menolak  dengan  tegas  

dal i l  para  Penggugat  yang  menyatakan  

bahwa  t i ndakan  Tergugat  I  te l ah  

melanggar  asas  ber t i ndak  cermat ,  asas  

kead i l an  atau  kewaj i ban  dan  asas  

kepast i an  hukum yang  te rkandung  dida lam  

asas  –  asas  umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

Disclaimer
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(v i de  but i r  10  gugatan  aquo) ,  karena  

pemberhent i an  Penggugat  sebaga i  

Pelaksana  Tugas  Sekre ta r i s  KPU  t i dak  

mengak iba t kan  memberhent i kan  Penggugat  

dar i  jaba tan  def i n i t i f n y a ,  ya i t u  Kepala  

Sub Bagian  Umum Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  

Musi  Banyuas in ,  seh ingga  t i dak  ada  

kerug ian  yang  nyata  bag i  Penggugat  

ak iba t  t i ndakan  Tergugat  I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

16. Bahwa se lan ju t nya ,  Tergugat  I  menyatakan  

bahwa  Keputusan  Tergugat  I  aquo  t i dak  

ber ten tang  dengan   asas  –  asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  dengan  

pen je lasan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa  yang  menjad i  dasar  penga juan  Hakim  dalam 

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  ada lah  Pasal  53 Undang –  

Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  d imana  dalam  ayat  (2 )  

huru f  b menyatakan  :  “A lasan  – a lasan  yang  d igunakan  

dalam  gugatan  sebaga imana  pada  ayat  (1 )  adalah  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  Asas  –  Asas  Umum Pemer in tahan  

yang  baik ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  pen je lasan  Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  b  ada lah  

Hal  51 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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sebaga i  ber i ku t  :  

Yang  dimaksud  dengan  asas  –  asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  ada lah  mel ipu t i  asas  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1. kepas t i an  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

2. te r t i b  penye lenggara  negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. kete rbukaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4. propos iona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

5. pro fes i ona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

6. akuntab i l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- - - - - - - - - - - -

Sebaga imana  dimaksud  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  28  

Tahun  1999  Tentang  Penye lenggara  Negara  Yang  Bers ih  

dan  Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i ,  dan  Nepot i sme;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  I  t i dak  melanggar  asas  Kepast i an  Hukum,  

karena  Tergugat  I  da lam mengeluarkan  Keputusan  Tergugat  I  

aquo  te lah  berdasarkan  pada  pera tu ran  perundang  – 

undangan,  kepatu tan ,  dan  kead i l an  sebaga imana  yang  

te r t uang  dida lam kons ide ran  “Meng inga t  yang  menjad i  dasar  

dike lua rkan  Keputusan  Tergugat  I  aquo” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  I  t i dak  melanggar  asas  te r t i b  

penye lenggara  Negera ,  karena  Tergugat  I  menerb i t kan  

sura ta  quo  sebaga i  pelaksanaan  keten tuan  pera tu ran  

perundang  – undangan  yang  harus  di l akukan  Tergugat  I  yang  

merupakan  kewenangan  te r i k a t  sebaga i  Pejaba t  Pembina  

Kepegawaian  Pusat  untuk  mengangkat  Pegawai  Neger i  Sip i l  

da lam st ruk tu r a l  ese lon  I I  kebawah;  - - - - - - - -  

Bahwa  Terguga t  I  t i dak  melanggar  asas  akuntab i l i t a s ,  

karena  Terguga t  I  da lam  menerb i t kan  Keputusan  Terguga t  

aquo  didasarkan  pada  fak ta  yang  obyek t i f  sebaga imana  

te r t uang  dalam  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Sela tan  

Nomor  :  15/KPTS/BKD. I I / 2 009 ,  tangga l  9  Januar i  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  Terguga t  I  t i dak  melanggar  asas  pro fes i ona l i sme ,  

karena  Tergugat  I  da lam menerb i t kan  sura ta  quo didasarkan  

Hal  53 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada kewenangan  yang  ber l andaskan  kode  et i k  dan keten tuan  

pera tu ran  perundang  –  undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  dal i l  –  da l i l  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

je l as  bahwa  Tergugat  I  t i dak  melanggar  pera tu ran  

perundang  –  undangan  dan  asas  –  asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  sebaga imana  te lah  dida l i l k a n  oleh  Penggugat  

da lam  gugatan  aquo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  dal i l  –  da l i l  dan  alasan  hukum yang  te l ah  

disampaikan  o leh  Tergugat  I ,  maka  Keputusan  Tergugat  I  

te l ah  sesua i  dengan  perundang  –  undangan  yang  ber laku .  

Oleh  karena  i t u ,  kami  mohon  agar  Maje l i s  Hakim  Yang  

Terhormat  yang  memer iksa ,  dan  mengadi l i  perka ra  aquo  

berkenan  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  PERMOHONAN  PENUNDAAN  PELAKSANAAN. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  permohonan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  mengenai  

Penundaan  Pelaksanaan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  :  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30  

Maret  2010  Tentang  Pencabutan  Sura t  Per in t ah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  :  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  2005,  

atas  nama Sdr .  I r .  IR IADI  NIP.  440026317,  Penata  

TK.  I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub  Bagian  Umum sebaga i  

Pejaba t  Pelaksana  Tugas  (P l t )  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  :  325/Kp ts /Se t j en /TAHUN 

2010,  tangga l  28  Jun i  2010,  Tentang  Pencabutan  

Sura t  Per in t ah  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  

89/UP/KPU/V/2005  dan  Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  :  16/SP/ I I I / 2 010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  ekseps i  TERGUGAT I  untuk  

se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Menyatakan  gugatan  PENGGUGAT t i dak  

dapat  d i te r ima  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  55 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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- - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

1. Menolak  Gugatan  PENGGUGAT  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  sah  menuru t  hukum  dan  berharga  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1 Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  :  16/SP/ I I I / 2 010  

tangga l  30  Maret  2010  Tentang  Pencabutan  

Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  :  89/UP/KPU/V/2005  

tangga l  12  Mei  2005,  atas  nama Sdr .  I r .  

IR IADI  NIP.  440026317,  Penata  TK.  I  

( I I I / d ) ,  Kepala  Sub  Bagian  Umum sebaga i  

Pejaba t  Pelaksana  Tugas  (P l t )  Sekre ta r i s  

KPU  Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor  :  

325/Kpts /Se t j en /TAHUN  2010,  tangga l  28 

Jun i  2010,  Tentang  Pencabutan  Sura t  

Per in t ah  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  

89/UP/KPU/V/2005  dan  Perubahan  Sura t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  :  16/SP/ I I I / 2 010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum PENGGUGAT untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  

da lam  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atau  apab i l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n ,  mohon 

Keputusan  yang  sead i l - ad i l nya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  p ihak  

Tergugat  I I  juga  te l ah  mengajukan  jawaban  pada  pers idangan  

tangga l  29  Ju l i  2010,  yang  is i  lengkapnya  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

I .  DALAM  POKOK  PERKARA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Bahwa Tergugat  I I  dengan  in i  membantah  se lu ruh  dal i l - da l i l  

gugatan  Penggugat ,  kecua l i  atas  ha l - hal  yang  secara  tegas  

d iaku i  o leh  Terguga t  I I  da lam jawaban  in i  ; - - - - -

- Bahwa  Tergugat  I I  te l ah  menerb i t kan  Keputusan  Sekre ta r i s  

KPU  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor  10/KPTS/KPU.Prov -

006/2010  tangga l  1  Apr i l  2010  ten tang  Pemberhent i an  Sdr .  

I r i ad i  Nip .  440026317,  Penata  Tk. I  ( I I I . d )  dar i  Jabatannya  

Hal  57 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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sebaga i  Kepa la  Sub.  Bagian  umum pada  Sekre ta r i a t  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  (buk t i  T. I I - 1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  penerb i t an  Keputusan  pemberhen t i an  dar i  Jabatan  

st ruk tu ra l  atas  nama  Penggugat  d imaksud  ada lah  sebaga i  

wujud  kepatuhan  ins tans i  Tingka t   bawah  te rhadap  per in t ah  

Ins tans i  d i  atasnya ,  karena  s i f a t  hubungan  anta ra  

Sekre ta r i a t  Jendera l  KPU,  Sekre ta r i a t   KPU Prov ins i  dan  

Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten /Ko ta  ada lah  bers i f a t   Hiera rkh i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  s i f a t  hubungan  yang  bers i f a t  h ie ra r kh i s  dimaksud  

te rce rm in  dalam  keten tuan  yang  d ia tu r  da lam  Undang- Undang  

Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  Penyenggara  Pemi l i han  Umum dan  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  06 tahun  2008  ten tang  

Susunan  Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Sekre ta r i a t  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum,  Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i   dan   Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  Pera tu ran  

KPU  Nomor  22  Tahun  2008  yang  mengatu r  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Pasal  5 UU Nomor  22 Tahun 2007 berbunyi  

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

(1 )  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan KPU Kabupaten /Ko ta  bers i f a t  

h ie ra r k i s ;  - - - - - - - - - - - - - -

(2 )  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  KPU Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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dimaksud  pada  ayat  (1)  bers i f a t  te tap ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

(3 )  Dalam  menja lankan  tugasnya ,  KPU  diban tu   oleh  

Sekre ta r i a t  Jendera l ;  KPU  Prov ins i  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta  masing- masing  diban tu  o leh  sekre ta r i a t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 )  Tata  ker j a  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  KPU Kabupaten /Ko ta  

sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  (1)  d ia tu r  leb ih  lan ju t  

o leh  KPU;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Pasal  195 Peraturan  KPU Nomor 06 Tahun 

2008 berbunyi  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sekre ta r i s  Jendera l ,  Waki l  Sekre ta r i s  Jendera l ,  Kepala  

Bi ro ,  Inspek tu r ,  Sekre ta r i s  KPU Prov ins i ,  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten /Ko ta ,  Kepala  Bagian  dan  Kepala  Subbagian  waj ib  

mengiku t i  dan  mematuh i  petun juk - petun juk  dan  

ber tanggung jawab  kepada  atasan  masing- masing  dan  

menyampaikan  laporan  berka la  tepa t  pada  waktunya  (buk t i  

T. I I - 2) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  4  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  

Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

626/SK/KPU/Tahun  2003  ten tang  Pendelegas ian  Wewenang 

Pengangkatan  dan  Pelan t i k an  Pegawai  Neger i  Sip i l  da lam 

jaba tan  St ruk tu ra l  Eselon  I I I  dan  Eselon  IV  d i  L ingkungan  

Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  dan  Sekre ta r i a t  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten /Ko ta  berbuny i  (buk t i  T. I I -

3)  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  59 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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1) Pengangkatan  Kepala  Sub  Bagian  pada  Sekre ta r i a t  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  dan  Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten /Ko ta  d i te t apkan  oleh  Sekre ta r i s  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  atas  nama  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Penetapan  Pengangka tan  Kepala  Sub  Bagian  sebaga imana  

d imaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  Rekomendas i  dar i  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum berdasarkan  usu l  

Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i ;  - - - - - - - - - - -

- Bahwa  se ja l an  dengan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

pemberhent i an  Kepala  Sub  Bagian  pada  Sekre ta r i a t  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  dan  Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten /Ko ta  d i te t apkan  oleh  Sekre ta r i s  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  atas  nama  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum  berdasarkan  rekomendas i  dar i  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  penerb i t an  Keputusan  pemberhen t i an  dar i  Jabatan  

st ruk tu ra l  atas  nama  Penggugat  d imaksud  ada lah  

menindak lan j u t i  sura t  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU  Nomor  

375/SJ / I I I / 2 010  tangga l  30  Maret  2010  per iha l  Rekomendas i  

Pemberhent i an  Pejaba t  St ruk tu ra l  ese lon  IV  pada  Sekre ta r i a t  

KPU  Kabupaten  Musi  Banyuas in  yang  pada  angka  4 

merekomendas ikan  pemberhent i an  Penggugat  dar i  jaba tan  

st ruk tu ra l  sebaga i  Kasubag  Umum Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten  

Musi  Banyuas in .  Dan  mela lu i  sura t  Per in t ah  Nomor  

16/SP/ I I I / 2 010 ,  tangga l  30  Maret  2010  yang  pada  in t i n ya  

mencabut  Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU  Nomor  

89/UP/V/2005  tangga l  12  Mei  2005  yang  menunjuk  sdr .  I r .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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I r i ad i  sebaga i  Pelaksana  Tugas  Sekre ta r i s  KPU kabupaten  

Musi  Banyuas in  (buk t i  T. I I - 4   dan  bukt i  T. I I - 5) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  untuk  memperkuat  sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30 Maret  

2010  dimaksud,   te l ah  di te rb i t k an  Keputusan  Sekre ta r i s  

Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  325/KPTS/Set j en /Tahun  

2010  ten tang  Pencabutan  Surat  Per in t ah  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor  89/UP/KPU/V/2005  dan  Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor  

16/SP/ I I I / 2 010 ,  yang  pada  in t i n ya  te tap  mencabut  Sura t  

Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU Nomor  89/UP/V/2005  tangga l  

12 Mei  2005  yang  menunjuk  sdr .  I r .  I r i ad i  sebaga i  Pelaksana  

Tugas  Sekre ta r i s  KPU kabupaten  Musi  Banyuas in  dan  merubahn  

Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30  Maret  2010,  yang  pada  

Dik tum  Per tama  dan  Dik tum  Kedua  yang  semula  te r t u l i s  Sura t  

Per in t ah  ekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum diubah  

menjad i  Sura t  Per in t ah  Komis i  Pemi l i han  Umum (buk t i  T. I I -

6) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  apa  yang  te lah  Tergugat  I I  

lakukan  dengan  menerb i t kan  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor  

10/KPTS/KPU.Prov - 006/2010  tangga l  1  Apr i l  2010  ten tang  

Pemberhent i an  Sdr .  I r i a d i  Nip  440026317,  Penata  Tk. I  

( I I I . d )  dar i  Jabatannya  sebaga i  Kepala  Sub.  Bagian  Umum 

pada  Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  ada lah  sudah  

Hal  61 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
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sesua i  dengan  keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  KESIMPULAN  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan   ha l - hal   te rsebu t  di  atas  mohon  Maje l i s  Hakim  yang  

te rho rmat  untuk  :  - - - - - - - -

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  set i dak -

t i daknya  menyatakan  t i dak  dapat  d i t e r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  t imbu l  

dalam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa d ida lam  pers idangan  atas  jawaban  pihak  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I ,  p ihak  Penggugat  menyatakan  dalam 

pers idangan  t i dak  akan  mengajukan  Repl i k  dan  akan  mengajukan  

bukt i - bukt i  te r t u l i s ,  seh ingga  t i dak  ada  kewaj i ban  dar i  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  untuk  menanggap inya  dengan  

dup l i k ;  - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Kuasa  Hukum Penggugat  te l ah  mengajukan   bukt i -

bukt i   berupa  Fotocopy  sura t - sura t  yang  d ibe r i  tanda  Bukt i   P 

–  1  sampai  dengan  P –  24,  yang  te lah  dimate ra i kan  dengan  

cukup  dan  te l ah  di l ega l i s i r  juga  te l ah  dicocokkan  dengan  

as l i nya  atau  fo tocopynya ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  ala t  bukt i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
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yang  sah sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - -

1. Bukt i   P – 1 :  Sura t  Per in t ah  KPU Nomor:  

89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  2005,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i   P – 2 : Keputusan  Gubernur  Sum-

Sel  Nomor:  030/KPTS/BKD. I I / 2 009 ,  tangga l  9 

Februar i  2009,  yang  menetapkan  I r .  I r i ad i ,  

M.S.  (Penggugat )  d ipeker j a kan  pada  

Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Musi  Banyuas in ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i   P – 3 : Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  

KPU Kab.  Muba Nomor:  01/BA/KPU/Kab.Muba/2010  

tangga l  19  Januar i  2010,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

4. Bukt i   P – 4 : Sura t  KPU  Kab.  Muba 

Nomor:  03/KPU/Kab.  Muba/2010 ,  tangga l  21 

Januar i  2010,  per iha l  Penje lasan  ten tang  

Jabatan  Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  

Banyuas in ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i   P – 5 : Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  

KPU  Kab.  Muba  Nomor:  

Hal  63 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
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07/BA/RPT/KPU/KAB.MUBA/2010,  tangga l  19 

Maret  2010,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

6. Bukt i   P – 6 :  Sura t  Gubernur  Sum-Sel  

Nomor  100/0739 / I I / 2 010 ,  tangga l    22   Maret  

2010,  Per iha l  Fas i l i t a s i  Kepada  Komis i  

Pemi l i han  Umum  (KPU)  Kabupaten  Musi  

Banyuas in ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

7. Bukt i   P – 7 :  Sura t  Gubernur  Sum-Sel  

Nomor:  800/0817 / I I / 2 010 ,  tangga l  26  Maret  

2010,  Per iha l  Iz i n  Keluar  Neger i  Ke Negara  

Belanda ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i   P – 8 : Sura t  KPU  Nomor:  

375/SJ / I I I / 2 010 ,  tangga l  30  Maret  2010,  

kepada  Seketa r i s  KPU  Prov ins i  Sumatera  

Sela tan ,  Per iha l  Rekomendas i  Pemberhent i an  

Pejaba t  St ruk tu ra l  Eselon  IV  pada  

Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  

(sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i   P – 9 :  Sura t  Per in t ah  Sekjen  

KPU Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010 ,  tangga l  30  Maret  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
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2010,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i   P – 10 : Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  

KPU  Kab.  Muba  Nomor:  

09/BA/RPT/KPU/KAB.MUBA/2010,  tangga l  1 Apr i l  

2010,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

11. Bukt i   P – 11 : Sura t  KPU  Kab.  Muba 

Nomor:  09/KPU/Kab.  Muba/2010 ,  tangga l  01 

Apr i l  2010,  kepada  Bupat i  Musi  Banyuas in ,  

Per iha l  Pengajuan  3  orang  Nama  Calon  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  

(sesua i  dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i   P – 12 : Keputusan  Sekre ta r i s  KPU 

Prov ins i  Sum-Sel  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-

006/2010  tangga l  1  Apr i l  2010,  ten tang  

Pemberhent i an  dar i  Jabatan  ese lon  IV  Kasubag  

umum pada  Sekre t r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  (sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i    P – 13 : Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  

KPU  Kab.  Muba  Nomor:  

11/BA/RPT/KPU/KAB.MUBA/2010,  tangga l  1 Apr i l  

2010,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Hal  65 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
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14. Bukt i   P – 14 : Sura t  Bupat i  Muba Nomor:  

1163/BKD.D/2010 ,  tangga l  5  Apr i l  2010,  

kepada  Ketua  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  

Per iha l  Penetapan  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  

Musi  Banyuas in ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i   P – 15 : Sura t  Bupat i  Muba Nomor:  

1164/BKD.D/2010 ,  tangga l  5  Apr i l  2010,  

kepada  Ketua  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  

Per iha l  Penunjukan  Plh .  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  (sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i   P – 16 :  Sura t  Tugas   Sekre ta r i s  

KPU Prov .  Sum-Sel  Nomor:  054/ST/Ses .P rov -

006/ IV /2009 ,  tangga l  14  Apr i l  2010,  ten tang  

Peugasan  I r .  I r i ad i ,  MS.  Melaksanakan  tugas  

sebaga i  pe laksana  har ian  (P lh )  Sekre ta r i s  

KPU  Kabupaten  Musi  Banyuas in  Prov ins i  

Sumatera  Sela tan ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i   P – 17 : Sura t  Sekre ta r i s  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor:  055/Ses  

Prov- 006/ IV /2010  tangga l  19  Apr i l  2010,  

Per iha l  Usul  Pejaba t  st ruk tu ra l  Eselon  I I I / a  

di  Sekre ta r i a t  KPU  Kab.  Musi  Banyuas in ,  

(sesua i  dengan  as l i ) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i   P – 18 :  Sura t  KPU  Prov ins i  

Sumatera  Sela tan  Nomor:  142/Ses  Prov-

006/V /2010  tangga l  17  Mei  2010,  kepada  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum, 

Per iha l  Usulan  Penetapan  Sekre ta r i s  KPU Kab.  

Musi  Banyuas in ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i   P – 19 : Sura t  Bupat i  Muba Nomor:  

132/952 /X /2010 ,  tangga l  17  Mei  2010,  kepada  

Sekre ta r i s  jendera l  KPU di  jaka r t a ,  Per iha l  

pen je l asan  Penetapan  Sdr .  I r .  H.  I r i ad i  

sebaga i  Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  

Banyuas in ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  - - - - - -

20. Bukt i   P – 20 :  Sura t  Menter i  Dalam 

Neger i  Republ i k  Indones ia  Nomor:  

800/1923 /SJ ,  tangga l  19  Mei  2010,  per i ha l  

Persone l  Sekre ta r i s  KPU,  PPK,  PPS  dan  

LINMAS,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i  P – 21 :  Sura t  Sekjen  KPU Nomor:  

685/SJ /V I / ,  tangga l  15  Jun i  2010,    per iha l  

Mutas i   persone l   d i  l i ngkungan  Sekre ta r i s  

KPU  Prov ins i  dan  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten /Ko ta ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

Hal  67 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  P – 22 :  Keputusan  Sekjen  KPU 

Nomor:  325/Kp ts /Se t j e n /Tahun  2010,  tangga l  

28  Jun i  2010,  ten tang  Pencabutan  Sura t  

Per in tah  Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor:  

89/UP/KPU/V/2005  dan  Perubahan  Sura t  

Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l ,  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010 ,  

fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i  P – 23 :  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  

Nomor:  16/BA/ /KAB.MUBA/2010,  tangga l  8  Ju l i  

2010,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i  P – 24 :  Undang- Undang  Nomor  22 

Tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum, ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ; - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Kuasa   Tergugat  I  juga  te l ah  mengajukan  ala t -

ala t  bukt i  berupa   fo tocopy  sura t - sura t     yang  d ibe r i  tanda  

T. I  -  1  sampai  dengan  T. I  –  10  yang  te l ah  di l ega l i s i r  dan  

te lah  dimate ra i kan  dengan  cukup  dan  te l ah  pula  dicocokkan  

dengan  as l i nya  atau  fo tocopynya ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

ala t  bukt i  yang sah  sebaga i  ber i ku t ;  - - - - - - - - -

1. Bukt i  T. I  – 1 : Undang- Undang  Nomor  22 

Tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T. I  – 2 : Pera tu ran  Pemer in tah  

Republ i k  Indones ia  Nomor  9  Tahun  2003  ten tang  

Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan,  dan 

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy ) ;  - - - -

3. Bukt i  T. I  – 3 : Pera tu ran  KPU  Nomor  21 

Tahun  2008  ten tang  Perubahan  Peratu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  05  Tahun  2008  ten tang  Tata  

Ker ja  Komis i  Pemi l i han  Umum,  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Prov ins i ,  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten /Ko ta ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

4.  Bukt i  T. I  – 4 : Pera tu ran  Pemer in tah  

Republ i k  Indones ia  Nomor  100  Tahun  2000  ten tang  

Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  Dalam Jabatan  

St ruk tu ra l ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T. I  – 5 : Sura t  Badan  Admin is t r a s i  

Kepegawaian  Negara  Nomor  :  K.26- 20/V .24 - 25/99 ,  

tangga l  10  Desember  2001,  Per iha l  Tata  Cara  

Pengangkatan  PNS  sebaga i  Pelaksana  Tugas,  

( fo t ocopy  dar i   fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T. I  – 6 : Sura t  Deper temen  Dalam 

Neger i  RI  Nomor  807.1 /1379 /SJ ,  tangga l  10  Ju l i  

Per iha l  Tata  Cara  Pengangkatan  PNS  sebaga i  

Hal  69 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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Pelaksana  Tugas  (P l t . ) ,  fo tocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T. I  – 7 : Keputusan  Gubernur  

Sumatera  Sela tan  Nomor:  15/KPTS/BKD. I I / 2 009  

tangga l  9  Januar i  2009,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T. I  – 8 : Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  

Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor:  

16/SP/ I I I / 2 010 ,  tangga l  30  Maret  2010,  ten tang  

Pencabutan  Sura t  Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005 ,  

tangga l  12  Mei  2005  atas  nama Sdr .  I r .  I r i ad i  

NIP.  440026317,  Penata  TK.  I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub 

Bagian  Umum sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  Tugas  

(P l t . )  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  

(sesua i  dengan   as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T. I  – 9 : Sura t  Per in t ah  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  89/UP/KPU/2005 ,  tangga l  12  

Mei  2005,  atas  nama  Sdr .  I r .  I r i ad i  NIP.  

440026317,  Penata  TK.  I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub 

Bagian  Umum sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  Tugas  

(P l t . )  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  - - - - - - - - - - - - -

10.Buk t i  T. I  – 10 : Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Nomor:  325/Kp ts /Se t j e n /Tahun  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2010,  tangga l  28  Jun i  2010,  ten tang  Pencabutan  

Sura t  Per in t ah  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor:  

89/UP/KPU/V/2005  dan  Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor:  

16/SP/ I I I / 2 010 ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Kuasa  Tergugat  I I  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  

berupa   fo tocopy  sura t - sura t   yang  d ibe r i  tanda    T. I I  -  1 

sampai  dengan  T. I I  – 6  yang  te l ah  dimate ra i kan  dengan  cukup  

dan  te l ah  pula  dicocokkan  dengan  as l i n ya  atau  fo tocopynya ,  

seh ingga  dapat  d i j ad i kan  a la t  bukt i  yang  sah  sebaga i  ber i ku t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

1. Bukt i  T. I I  – 1 : Keputusan  Sekre ta r i s  

KPU  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor:  

10/KPTS/KPU.Prov - 006/2010 ,  ten tang  

Pemberhent i an  dar i  Jabatan  ese lon  IV  Kaubag  

Umum pada  Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  tangga l  1  Apr i l  

2010,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T.  I I  – 2 : Pera tu ran  KPU Nomor:  06 

Tahun  2008  ten tang  Susunan  Organ isas i  dan  Tata  

Ker ja  Sekre ta r i a t  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum,  Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  dan  Sekre ta r i a t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Hal  71 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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Kabupaten /Ko ta ,    ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T. I I  – 3 : Keputusan  Sekre ta r i s  

Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor:  

626/SK/KPU/2003 ,  Tentang  Pendelegas ian  

Wewenang  Pengangkatan  dan  Pelan t i kan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  Dalam  Jabatan  St ruk tu ra l  Eselon  

I I I  dan   Eselon  IV  d i  Lingkungan  Sekre ta r i a t  

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  dan  Sekre ta r i a t  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten /Ko ta  

tangga l  19  September  2003,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. I I  – 4 : Sura t  Sekre ta r i s  

Jendera l  KPU Nomor:  375/SJ / I I I / 2 010  tangga l  30  

Maret  2010,  kepada  Sekre ta r i s  KPU Prov ins i  

Sumatera  Sela tan ,  per iha l  Rekomendas i  

Pemberhent i an  Pejaba t  St ruk tu ra l  ese lon  IV  

pada  Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  

(sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T. I I  – 5 : Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30  Maret  2010,  

(sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T. I I  – 6 : Keputusan  Sekre ta r i s  

Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum      Nomor:  

325/KPTS/Set j en /Tahun   2010  Tentang  Pencabutan  

Sura t  Per in t ah  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor:  

89/UP/KPU/V/2005  dan   Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010 ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  p ihak  Penggugat ,  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I ,  menyatakan  dalam  pers idangan  t i dak  akan  

mengajukan  saks i ,  te tap i  akan  langsung  menyampaikan  

Kesimpulannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa p ihak  Penggugat  maupun  Tergugat  I  dan 

Tergugat  I I  te lah  menyampaikan  kes impu lannya  masing- masing  

te r t angga l   12  Agustus   2010,  yang  is i  lengkapnya  te r l amp i r  

da lam  berkas  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa para  p ihak  yang  berperka ra  t i dak  

akan  mengajukan  bukt i - bukt i  atau  hal - ha l  la i n ,  kecua l i  yang  

te lah  disampaikan  dan  para  p ihak  yang  berperka ra  mohon 

putusan  kepada  Maje l i s  Hakim;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  ura ian  in i  maka 

sega la  apa  yang  te rcan tum  dalam  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  

Pers iapan  dan  Ber ia t a  Acara  pers i dangan  te lah  dianggap  

Hal  73 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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menjad i  satu  kesatuan  dalam putusan  in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM  EKSEPSI.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu juan  gugatan  Penggugat  ada lah  

sebaga imana  te lah  te ru ra i   da lam  duduk  perkara  d ia tas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  yang  dia jukan  Penggugat ,  

Terguga t  I  te l ah  mengajukan  sura t  jawabannya  te r t angga l  29  Ju l i  

2010  yang  seka l i gus  te lah  mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Ekseps i  Kompetens i  Rela t i f ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

      Bahwa Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar t a  t i dak  berwenang  

mengadi l i ,  karena  Obj ek  Gugatan  yang  d ike lua r kan  Terguga t  I  pada  

in t i n ya  t i dak  membawa perubahan  kedudukan  Penggugat  sebaga i  Kepala  

Sub Bagian  Umum Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  seh ingga  

yang  menjad i  obj ek  gugatan  perkara  in i  seharusnya  hanya  sura t  

keputusan  yang  d ike lua r kan  Tergugat  I I  dan  Terguga tnya  cukup  

Terguga t  I I  yakn i  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Prop ins i  

Sumatera  Sela tan   seh ingga  sesua i  pasa l  54  ayat  (1 )  Undang- Undang 

Nomor  5  tahun  1986  mengatu r  :   bahwa gugatan  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  d ia jukan  kepada  Pengadi l an  yang  daerah  hukumnya  tempat  

kedudukan  Terguga t  berada  yakn i  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  
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Palembang;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Menimbang,  bahwa te rhadap  ekseps i  Tergugat  I  te rsebu t  

Pengadi l an  akan  mempert imbangkan ,  dengan  per t imbangan  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa keten tuan  pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang 

Nomor  5  tahun  1986  yo  Nomor  9  Tahun  2004  yo  Nomor  51 Tahun  2009  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Usaha  menyebutkan  seseorang  

atau  badan  hukum perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  d i rug i kan  oleh  

suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  Tata  

Usaha  Negara ,  dan  leb ih  lan ju t  dalam  penje l asannya  d isebu tkan  

bahwa orang  atau  badan  hukum perda ta  yang  kepent i ngannya  te rkena  

o leh  ak iba t  hukum Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  d ike lua r kan  dan  

karena  yang  bersangku tan  merasa  kebera tan  d iperbo lehkan  menggugat  

Keputusan  Tata  Usaha Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  gugatan nya Penggugat ,  menyatakan  

kebera tan  karena  merasa  kepent i ngan nya  di rug i kan  ak iba t  Sura t  

Keputusan  yang  te l ah  dike lua r kan  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  yang  

d i tu j u kan  pada  d i r i n ya  (v i de  bukt i  P -  9 = TI  -  8,  bukt i          P 

-  22  =  TI  - 10 dan bukt i  bukt i  P -  12  =  TI I  - 1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa keten tuan  pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  yo  Nomor  9  Tahun  2004  yo  Nomor  51 Tahun  2009  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  memang  member ikan  hak  dan 

kesempatan  kepada  seseorang  atau  badan  hukum  perda ta  untuk  

menggugat  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  d i rasa  te lah  

merug ikan  kepent i ngannya ,  dan dalam perkara  aquo  Penggugat  memi l i h  

Terguga t  I  ada lah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum yang  

berkedudukan  d i  Jal an Imam Bonjo l  No.  29  Jakar ta  dan  Terguga t  I I  

ada lah  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Prop ins i  Sumatera  Sela tan  

Hal  75 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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yang  berkedudukan  di  Jal an Pangeran  Ratu  Jakabar i ng ,  Palembang  

Sumatera  Sela tan ,  jad i  dalam  perka ra  in i  yang  diguga t  o leh  

Penggugat  ada 2 Terguga t  ;  - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan ,  Undang- Undang  Nomor   5  Tahun 

1986  jo  Undang- Undang Nomor  9 Tahun  2004  jo  Undang- Unang Nomor  51 

Tahun  2009 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

pasa l  54  ayat .  2  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi la  Tergugat  leb ih  dar i  satu  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha 

Negara  dan  berkedudukan  t idak  dalam  satu  daerah  hukum 

pengadi lan ,  gugatan  dia jukan  kepada  Pengadi lan  yang  daerah  

hukumnya  meliput i  tempat  kedudukan  salah  satu  Badan  atau  

Pejabat  Tata  Usaha  Negara;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dar i  atu ran  te rsebu t  dia tas  Penggugat  dapat  memi l i h  sa lah  satu  

Pengadi l an  d imana  kedudukan  Terguga t  berada ,  dan  Penggugat  memi l i h  

kedudukan  Tergugat  I  yang  berada  di  Jakar ta ,  seh ingga  menjad i  

kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  untuk  memer iksa  

dan  mengadi l i  perkara  in i .  Dengan  demik ian  te rhadap  Ekseps i  

Terguga t  I  in i  Pengadi l an  meni la i  t i dak  bera lasan  hukum  dan 

d inya takan  d i to l a k ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Terguga t  I I  da lam  sura t  jawabannya  t i dak  

mengajukan  ekseps i ,  maka  Pengadi l an  akan  melan ju t kan  pemer i ksaan  

pada pokok  perkaranya ;  - - - - - - -

Disclaimer
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DALAM  POKOK  PERKARA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa maksud dan tu juan  gugatan  Penggugat  adalah  

sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  Keputusan  Tergugat  I  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

a.  Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30  Maret  2010  ten tang  

Pencabutan  Surat  Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  

2005,  atas  nama  I r . IR IADI  NIP.440026317,  Penata  Tk. I  

( I I I / d ) ,  Kepala  Sub Bagian  Umum sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  

Tugas  (P l t )  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Musi  Banyuas in  (buk t i  P- 9 = TI  -  8) ;  - - - - - - - -

b. Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  325/kp t s /Se t j e n /Tahun  2010,  

tangga l  28  Juni  2010 ,  ten tang  Pencabutan  Surat  

Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  2005,  dan  

Perubahan  Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010 .  

(buk t i        P  -  22   =  TI   -  10) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  77 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

dan  Sura t  Keputusan  Tergugat  I I  ya i t u :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Keputusan  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Prop ins i  Sumatera  

se la tan  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  tangga l  1 Apri l  2010 

ten tang  Pemberhent i an  Sdr . I r .  I r i ad i ,N IP . 440026317,  Penata  

Tk. I  ( I I I / d )  dar i  jaba tannya  sebaga i  Kepa la  Sub bag ian  Umum 

Kabupaten  Musi  Banyuas in  (buk t i  P – 12  =   TI I  -  1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menurut  Penggugat  ob jek  gugatan  a  quo 

d i te rb i t k an  te l ah  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  yang  ber laku ,  

dan melanggar  azas- azas  umum pemer in tahan  yang  baik  khususnya  azas  

ber t i ndak  cermat ,  azas  kead i l an ,  akuntab i l i t a s  dan kepast i an  hukum 

sebaga imana  te lah  d i ten tukan  dalam  Pasal  53  ayat  (2)  huru f  a 

dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa da l i l   Penggugat  te lah  diban tah  oleh  

Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  bahwa obj ek  gugatan  d ike lua r kan  te lah  

sesua i  dengan  wewenang  yang  d imi l i k i n ya  dan  pera tu ran  perundangan  

yang  ber laku ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  akan  mempert imbangkan  

apakah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  objek  gugatan  

te lah  ber ten tangan  dengan  hukum yang  ber laku  dan  melanggar  azas-

azas  umum pemer in tahan  yang  ba ik ,  sebaga imana  te l ah  dida l i l k an  

Penggugat  da lam gugatannya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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Menimbang bahwa te rhadap  pokok  permasa lahan  te rsebu t  d ia tas ,  

Pengadi l an  akan  mempert imbangkan  dar i  seg i  mater i i l  subs tans i  

obj ek  gugatan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - -

Menimbang,  bahwa;  dar i  bukt i  yang  d ia jukan  di  pers idangan  

d ike tahu i  fak ta  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  Penggugat  di t un j uk  sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  Tugas  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuas in  dengan  Surat  

Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  

tangga l  12  Mei  2005  (buk t i  P- 1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa Penggugat  dip indah  menjad i  s ta f  pada  Bagian  Hubungan  

Antar  Lembaga  Bi ro  Penghubung  Sekre ta r i a t  Daerah  Prov ins i  

Sumatera  Sela tan .dengan  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Sela tan  

Nomor:  15/KPTS/BKD. I I / 2009  tangga l  9  Januar i  2009  (buk t i  P 

-  8,  P -  9) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

• Bahwa Penggugat  dipeker j akan  pada  Sekre ta r i a t  KPU Kabupaten  

Musi  Banyuas in  dengan  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Sela tan  

Nomor:  030/KPTS/BKD. I I / 2 009  tangga l  9  Pebruar i  2009  (buk t i  

P -  8,  P -  9) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  Ketua  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  dengan  sura t  

Nomor:  03/KPU/Kab.Muba/2010  tangga l  21  Januar i  2010  

melaporkan  has i l  rapa t  pleno  KPU Musi  Banyuas in  berupa  

Ber i t a  Acara  Nomor;  01/BA/P leno /  KPU/Kab.Muba/2010  tangga l  

Hal  79 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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19  Januar i  2010  yang  pada  in t i n ya  pergan t i an  Pl t .  

Sekre ta r i s  KPU  Kab.  Musi  Banyuas in  be lum  di l aksanakan  

karena  I r . I r i a d i  (Penggugat )  dianggap  masih  mampu 

melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  sebaga i  Sekre ta r i s  

KPU Kab.  Musi  Banyuas in  (buk t i  P- 4,  P- 5) ;  - - - - - - - - - -

• .Bahwa Sekre ta r i s  Jendera l  KPU (Terguga t  I )  dengan  sura tnya  

Nomor:  375/SJ / I I I / 2 0 10  tangga l  30  Maret  2010  te lah  

merekomendas ikan  kepada  Sekre ta r i s  KPU Prov ins i  Sumatera  

Sela tan  agar  I r .  I r i ad i  (Penggugat )  d ibe rhen t i k an  dar i  

jaba tannya  sebaga i  Kepala  Sub Bagian  Umum pada  Sekre ta r i a t  

KPU Kab.  Musi  Banyuas in  karena  sudah  t i dak  memenuhi  syara t  

sebaga i  Pl t .  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  (buk t i  

P- 8 = TI I - 4) ;  - - - - - -

• Bahwa  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU (Terguga t  I )  mengeluarkan  

obj ek  gugatan  perkara  in i  berupa  Surat  Per in t ah  Sekre ta r i s  

Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  

tangga l  30  Maret  2010  ten tang  Pencabutan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor:  

89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  2005,  atas  nama I r .  IRIADI  

NIP.440026317,  Penata  Tk. I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub Bagian  Umum 

sebaga i  Pejaba t  Pelaksana     Tugas  (P l t )  Sekre ta r i s  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kab.  Musi  Banyuas in  (buk t i  P- 9  =  TI  -  8) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  Sekre ta r i s  KPU Prov ins i  Sumatera  Sela tan  (Terguga t  

I I )  se te l ah  mendapat  rekomendas i  dar i  Sekre ta r i s  Jendera l  

KPU (Terguga t  I )  memberhent i kan  Penggugat  dar i  jaba tannya  

sebaga i  Kepa la  Sub  Bagian  Umum pada  Sekre ta r i a t  KPU 

Disclaimer
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Kabupaten  Musi  Banyuas in  dengan  mengeluarkan  Keputusan  

Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Prop ins i  Sumatera  se la tan  

Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  tangga l  1  Apri l  2010 

ten tang  Pemberhen t i an  Sdr . I r .  I r i ad i ,  NIP.440026317,  Penata  

Tk. I  ( I I I / d )  dar i  jaba tannya  sebaga i  Kepa la  Sub bag ian  Umum 

Kab.  Musi  Banyuas in  (buk t i  P- 12 = TI I  - 1) ;  - - - -

• Bahwa Ketua  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  sete lah  melakukan  

rapa t  pleno  KPU Musi  Banyuas in  mengusu lkan  3  orang  ca lon  

sa lah  satunya  ada lah               I r .  I r i ad i  (Penggugat )  

kepada  Bupat i  Musi  Banyuas in  untuk  d i t e t apkan  sebaga i  

Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  (buk t i  P- 10,  P- 11) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa Rapat  p leno  KPU Musi  Banyuas in  tangga l  1  Apr i l  2010  

mengusu lkan  kembal i  I r .  I r i ad i  (Penggugat )  sebaga i  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuas in  karena  yang  

bersangku tan  dianggap  mampu  dan  ber tanggung jawab  dalam 

pemi lu  tahun  2004,  pemi lukada  Kabupaten  Mus i  Banyuas in  

tahun  2006,  pemi lukada  Sumatera  Sel atan  tahun  2008  dan 

pemi lu  tahun  2009  di  Mus i  Banyuas in  (buk t i  P -  13) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

• Bahwa Waki l  Bupat i  Musi  Banyuas in  atas  nama Bupat i  (ka rena  

Bupat i  sedang  kun jungan  ker j a  ke  Belanda)  memi l i h  dan  

menetapkan  I r .  I r i ad i  (Penggugat )  sebaga i  p lh .  Sekre ta r i s  

KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  sete lah  mendapat  usu lan  3 

orang  ca lon  dar i  Ketua  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  (buk t i  

P- 14,     P- 15,  P- 19) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  81 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa Sekre ta r i s  KPU Prov ins i  Sumatera  Sela tan  menugaskan  

I r .  I r i ad i  (Penggugat )  sebaga i  p lh .  Sekre ta r i s  KPU 

Kabupaten  Musi  Banyuas in            (buk t i  P- 16) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa Sekre ta r i s  KPU Prov ins i  Sumatera  Sela tan (Terguga t  I I )  

mengusu lkan      I r .  I r i ad i  (Penggugat )  kepada  Sekre ta r i s  

Jendera l  KPU (Terguga t  I )  untuk  d i te t apkan  sebaga i  

Sekre ta r i s  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuas in  (buk t i  P- 17,  

P- 18) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  Menter i  Dalam  Neger i  dengan  sura tnya  Nomor:  

800/1923 /SJ  tangga l  19  Mei  2010  kepada  para  

Gubernur /Bupa t i /wa l i k o t a  se  Indones ia  mengins t r uks i kan ,  

anta ra  la i n  agar  t i dak  melakukan  mutas i  atau  penar i kan  

person i l  sekre ta r i a t  KPU,  PPK  dan  PPS  (buk t i  P- 20) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

• Bahwa  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU (Terguga t  I )  mengeluarkan  

obj ek  gugatan  berupa  Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor:  325/kp t s /Se t j e n /Tahun  2010,  

tangga l  28  Juni  2010 ,  ten tang  Pencabutan  Sura t  Per in tah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor:  

89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  2005,  dan  Perubahan  Sura t  

Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor:  

16/SP/ I I I / 2 010 .  (buk t i          P- 22  =  TI  - 10) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa,  sa lah  satu  tugas  Sekre ta r i s  Komis i  

Pemi l i han  Umum sesua i  Undang- Undang  Nomor;   22  tahun  2007  ten tang  

Penye lenggaraan  Pemi lu ,  pasa l  69     ayat  1 huru f  g  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Membantu  penyusunan  laporan  penyelenggaraan  kegia tan  dan 

pertanggungjawaban  KPU  Kabupaten/Kota ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ayat  3  huru f  a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyusun  laporan  pertanggungjawaban  keuangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  Fakta - fak ta  d ia tas  Pengadi l an  meni la i  

bahwa benar  Terguga t  I  mengeluarkan  ob j ek  gugatan  hanya  d idasarkan  

a lasan  karena  Penggugat  sudah  t i dak  memenuhi  syara t  sebaga i  Pl t .  

Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  (buk t i  P- 8  = TI I - 4) ,  dan  

d isaa t  bersamaan  merekomendas ikan  kepada  Tergugat  I I  agar  

memberhent i kan  Penggugat  dar i  jaba tannya  sebaga i  Kepala  Sub bag ian  

Umum Kabupaten  Musi  Banyuas in ,  dan  atas  rekomendas i  te rsebu t  

Terguga t  I I  sebaga i  bawahannya  langsung  d i l aksanakan  dengan  dal i h  

t i dak  b isa  menolak  karena  h i ra r k i ;  - - - - - -  

Menimbang,  bahwa j i ka  a lasan  Terguga t  I  d i t e l aah  leb ih  jauh  

d ika i t k an  dengan  bukt i - buk t i  dan  keten tuan  pasa l  69  te rsebu t  

d ia tas ,  Pengadi l an  meni la i  bahwa  Tergugat  I  seharusnya  t i dak  

Hal  83 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.
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mengeluarkan  obj ek  gugatan  aquo  karena  dar i  buk t i - bukt i  te rsebu t  

d ia tas  je l as  menggambarkan  bahwa  walaupun  Penggugat  d ip indah  

menjad i  sta f  pada  Bagian  Hubungan  Antar  Lembaga  Bi ro  Penghubung  

Sekre ta r i a t  Daerah  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  namun sta tusnya  masih  

sebaga i  plh .  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  dengan  alasan  

karena  yang  bersangku tan  d ianggap  mampu dan ber tanggung jawab  dalam 

pemi lu  tahun  2004,  pemi lukada  Kabupaten  Mus i  Banyuas in  tahun  2006,  

pemi lukada  Sumatera  Sel atan  tahun  2008  dan  pemi lu  tahun  2009  di  

Mus i  Banyuas in  (buk t i  P- 13) ,  te r l eb i h  lag i  di  dukung  o leh  Rapat  

p leno  KPU Musi  Banyuas in  bahkan  Tergugat  I I  (Sekre ta r i s  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Sela tan )  mengusu lkan  I r .  I r i ad i  (Penggugat )  

kepada  Sekre ta r i s  Jendera l  KPU (Terguga t  I )  untuk  d i te t apkan  

sebaga i  Sekre ta r i s  KPU Kabupaten  Musi  Banyuas in  (buk t i  P- 17,  P-

18) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  keten tuan  pasa l  69  pun  te l ah  je l as  

bahwa tugas  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum anta ra  la i n  Membantu  

penyusunan  laporan  penye lenggaraan  keg ia tan  dan  per tanggung jawaban  

KPU  Kabupaten /Ko ta  dan  Menyusun  laporan  per tanggung jawaban  

keuangan,  seh ingga  Pengadi l an  meni la i  ha l  in i  t i dak  akan  

te rse l enggara  j i ka  d i tengah- tengah  ber tugas  t i ba - t i ba  d i  

berhen t i kan  sebe lum menyelese i kan  dan  mempertanggung jawabkan  semua 

tugas  yang  te lah  d i l akukan ,  atau  dengan  la i n  kata  seanda inya  

Pejaba t  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum yang  baru  d imin ta  

ber tanggung jawab  atas  semua  peker j aan  dan  tugas  yang  d i l akukan  

Penggugat  apakah  hal  in i  t i dak  mencedera i  rasa  kead i l an  bag i  

Pejaba t  Sekre ta r i s  KPU yang  baru?  Dengan  demik ian  je l as  te rbuk t i  

dar i  seg i  mater i i l  subs tans i  bahwa  t i ndakan  Terguga t  I  da lam 

mengeluarkan  obj ek  gugatan  te lah  ber ten tangan  dengan  azas- azas  

umum pemer in t ahan  yang  baik  khususnya  azas  Tert ib  Penyelenggaraan  

Disclaimer
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Negara,  azas  akuntabi l i t a s  dan kepast ian  hukum.  Sedangkan  Terguga t  

I I  karena  sebaga i  bawahan  dar i  Terguga t  I  yang  te lah  ke l i r u  da lam  

mengambi l  keb i j a kan  tu ru t  menjad i  ke l i r u  karena  mengiku t i  

rekomendas i  dar i  Tergugat  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang bahwa,  dar i  rangka ian  per t imbangan  hukum te rsebu t  

d ia tas  cukup  bera lasan  hukum untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat  

se lu ruhnya ,  dan  menyatakan  bata l  objek  gugatan  yang  d ike lua r kan  

Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  ser ta  mewaj ib kan  keduanya  untuk  

mencabut  masing- masing  objek  gugatan  yang  te lah  d ike lua r kannya  

ser ta  mewaj ib kan  untuk  merehab i l i t a s i  harka t  dan  martaba t  

Penggugat  seper t i  semula ;  - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  Penetapan  Penundaan  

Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Tergugat  I  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

a.  Sura t  Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30  Maret  2010  ten tang  

Pencabutan  Sura t  Per in tah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  

2005,  atas  nama I r .  IRIADI  NIP.440026317,  Penata  Tk. I  

( I I I / d ) ,  Kepala  Sub Bagian  Umum sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  

Tugas  (P l t )  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Kab.  Musi  

Banyuas in ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Nomor:  

325/kp t s /Se t j e n /Tahun  2010,  tangga l  28 

Jun i  2010,  ten tang  Pencabutan  Sura t  

Hal  85 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
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Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  

tangga l  12 Mei  2005,  dan Perubahan  Sura t  

Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010 ;  

- - - - - - - - - - -    

dan  Sura t  Keputusan  Tergugat  I I  ya i t u :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Keputusan  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum  Prop ins i  

Sumatera  se la tan  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  tangga l  

1  Apr i l  2010  ten tang  Pemberhent i an  Sdr . I r .  

I r i ad i ,N IP .440026317,  Penata  Tk. I  ( I I I / d )  dar i  jaba tannya  

sebaga i  Kepala  Sub  bag ian  Umum Kabupaten  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

yang  te lah  d ike lua r kan  oleh  Pengadi l an  te tap  ber l aku  sampai  

putusan  in i  mempunya i  kekua tan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa dengan  d ikabu l kannya  gugatan  Penggugat  

maka sesua i  pasa l  110  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun1986  jo .  Undang-

Undang  Noomor  9  Tahun  2004  jo .  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009 

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;  semua biaya  yang  t imbu l  dalam 

perkara  in i  d ibebankan  kepada  Tergugat  I  dan  Terguga t  I I   secara  

bersama- sama  sebaga i  p ihak  yang  ka lah  dalam  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam memer iksa ,  memutus  dan  menye lesa i kan  

perkara  in i    Maje l i s  Hakim   hanya  mempert imbangkan  bukt i - bukt i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
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yang  d ianggap  re levan  sa ja  sesua i  kewenangan  Hakim  sebaga imana  

d ia tu r  da lam pasa l  106,  107  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang   Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sedangkan  te rhadap  bukt i - bukt i  la i n  te tap  di l amp i r kan  dan  

menjad i  satu  kesatuan  berkas  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengingat ,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang-

Undang Nomor  9 Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  la i n  yang  berka i t an  dengan  perkara  

in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

DALAM PENUNDAAN :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  te tap  sah  dan  ber laku  Penetapan  Penundaan  yang  

te lah  dike lua r kan  oleh  Pengadi l an  sampai  putusan  in i  

mempunya i  kekuatan  hukum te tap ;  - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak  Ekseps i  Terguga t  I  dan Tergugat  I I  untuk  

se lu ruhnya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  87 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
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- - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  Tergugat  I  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  30  Maret  2010  

ten tang  Pencabutan  Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  

12 Mei  2005,  atas  nama I r .  IR IADI  NIP.440026317,  Penata  

Tk. I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub  Bagian  Umum sebaga i  Pejaba t  

Pelaksana  Tugas  (P l t )  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kab.  Musi  Banyuas in ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  325/kp ts /Se t j e n /Tahun  

2010,  tangga l  28  Jun i  2010,  ten tang  Pencabutan  

Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  

12  Mei  2005,  dan  Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s   Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010 ;  - - - - - - - -    

dan  Sura t  Keputusan  Terguga t  I I  ya i t u :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Keputusan  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum  Prop ins i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
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Sumatera  se la tan  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  tangga l  

1  Apr i l  2010  ten tang  Pemberhent i an  Sdr . I r .  

I r i ad i ,N IP .440026317,  Penata  Tk. I  ( I I I / d )  dar i  jaba tannya  

sebaga i  Kepa la  Sub  bag ian  Umum Kab.  Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ib kan  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  I   untuk  mencabut  Sura t  Keputusan nya  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010  tangga l  

30  Maret  2010  ten tang  Pencabutan  Sura t  

Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  12  Mei  

2005,  atas  nama  I r .  IR IADI  NIP.440026317,  

Penata  Tk. I  ( I I I / d ) ,  Kepala  Sub  Bagian  Umum 

sebaga i  Pejaba t  Pelaksana  Tugas  (P l t )  

Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Musi  Banyuas in ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Keputusan  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  325/kp t s /Se t j e n /Tahun  

2010,  tangga l  28 Jun i  2010,  ten tang  Pencabutan  

Sura t  Per in t ah  Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor:  89/UP/KPU/V/2005  tangga l  

Hal  89 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
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12  Mei  2005,  dan  Perubahan  Sura t  Per in t ah  

Sekre ta r i s  Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor:  16/SP/ I I I / 2 010 ;  - - - -

Tergugat  I I   untuk  mencabut  Sura t  Keputusan nya  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Sekre ta r i s  Komis i  Pemi l i han  Umum Prop ins i  

Sumatera  se la tan  Nomor:  10/KPTS/KPU.PROV-006/2010  

tangga l  1  Apr i l  2010  ten tang  Pemberhent i an  Sdr .  I r .  

I r i ad i ,  NIP.440026317,  Penata  Tk. I  ( I I I / d )  dar i  

jaba tannya  sebaga i  Kepala  Sub bagian  Umum Kabupaten  Musi  

Banyuas in ;

4. Mewaj ib kan  Terguga t  I  dan  Terguga t  I I  untuk  merehab i l i t a s i  

harka t  dan  martaba t  Penggugat  pada  kedudukan  semula ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

5. Menghukum  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  untuk  membayar  biaya  

perkara  sebesar      Rp.  328.000 , -  ( t i ga ra t us  duapu luh  delapan  

r i bu  rup iah ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tuskan  dalam rapa t  musyawara h Maje l i s  

Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  pada  har i  Jum,at  

tangga l  13 Agustus   2010  o leh  kami                   R.  

Basuk i  Santoso ,  SH.MH.  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  Andr i  

Mosepa,  SH. MH.  dan Bonnyar t i  Kala  Lande,  SH. MH.  masing- masing  

sebaga i  Hakim Anggota .  Putusan  in i  d ibacakan  pada  har i  Senin  

tangga l  16 Agustus  2010 pada  s idang  yang  te rbuka  untuk  umum 

oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d ia tas  dengan  diban tu     o leh  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
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Rosmani ,  SH.  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  ser ta  dihad i r i  o leh  

Penggugat      dan  Kuasa  Hukum Tergugat  I   tanpa  dihad i r i  

o leh   Tergugat  I I  ataupun  Kuasa  Hukumnya;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hakim – Hakim Anggota  :

      Hakim Ketua  Maje l i s  :

        T. t .d .

1.  ANDRI MOSEPA, SH. MH.

                    T. t .d .

R.  BASUKI  SANTOSO, S.H. MH.

              T. t .d .

    

           Pani te ra  
Penggant i  :

2.  BONNYARTI   KALA  LANDE,  
S.H. MH.

                      T. t .d .
          

               ROSMANI ,  SH.

      

Rinc ian  Biaya  perkara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  91 dar i  92 hal  Putusan  Nomor:  88/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaf ta ran  ……………………………… :  Rp.    30.000 , -
- ATK.  ………………………………………. :  Rp.    50.000 , -
- Panggi l an  ………………………………… :  Rp.  220.000 , -
- Matera i  Peneta tapan  Penundaan  .……. :  Rp.      6.000 , -  
- Redaks i  …………………………………… :  Rp.      5.000 , -
- Leges  ……………………………………… :  Rp.    3.000 , -
- Matera i  Putusan  Putusan…………. :  Rp.      6.000 , -  
- Redaks i  …………………………………… :  Rp.      5.000 , -
- Leges  Putusan…………………………...        :  Rp.      3.000 , -  

                                    Jumlah  ……………….. :   Rp.  

328.000 , -

                                    ( t i g a r a t us  dua  puluh  

delapan  r ibu  rup iah )                      
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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